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BAR 1
PENDAHULUAN

1.1. Alasan Memilih Judul

Masalah kejahatan pada prinsipnya merupakan masa-
lah yang senantiasa aktual didalam kehidupan masyarakat.
Tidak hanya dalam masyarakat kita, tetapi Juga  dalam
masyarakat manapun di dunia ini eleh karena kejahatan me-
rupakan suatu masalah yang bersifat universal.

Fada umumnya kejahatan yang terjadi itu memperli-
hatkan kecenderungan yang meninghkat, seperti penganiayaan,
pencurian, pemerkosaan, pembunuhan dan sebagainya. Masalsh
kejahatan tentu sangat herat hubungannya dengan hukum,
karena masalah kejahatan harus diselesaikan secara hukum
dan norma-norma sosial lainnya yang berlaku dalam misyara-
kat. 3

Fejahatan tumbuh dan berkembang dalam masyarakat.
Betapapun kita mengetahui banyak pendapat tentang faktor
penyebab terjadinya kejahatan dalam masyarakat, namun su-
atu hal yang pasti bahwa kejahatan merupakan salah satu
bentuk tingkah laku manusia mengalami perkembangna yang
sejajar dengan perkembangan masyarakat itu sendiri.

Dalam hubungan ini, menurut pendapat para sarjana
dan para penegak hukum bahwa upaya untuk memberantas kKe=
Jahatan merupakan suatu hal yang sangat sulit, bahkan
tidak mungkin dapat dihilangkan sepanjang masih =da apa
yang disebut masyarakat manusia. Karena itu dalam berba=-
gai upaya untuk menanggulangi masalah ini hanyalah dengan
jalan menekan tingkat pertambahan kejahatan itu sendiri.

Sebagai kenyatan sosial, masalah kejahatan kenda-
tipun tidak disenangi dan tidak diingini namun kenyataan
yang ada tidak dapat dihindari dan selalu hadir ditengah-
tengah pergaulan hidup masyarakats, Hal ini dapat disadari
bahwa kejahatan itu munsul sejak adanya lebih dari satu
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orang manusia, sehingga wajar tila menimbulkan keresahan
karena kejahatan itu dianggap sebagal gangguan terhadap
kesejahteraan penduduk.

Atas dasar itu, sehingga masyarakst dan para pene-<
gak hukum telah banyak membuat reaksi untuk memberantas
dan menanggulangl kejahatan, tetapl hal ini belum sampail
pada titik yang memuaskan. #

suatu kajian ilmiah terhadap masalah kej]ahatan
yang didukung oleh data-data faktual, setidak-tidaknya
dapat memberikan pengertian sebab-sebab terjadinya keja-
hatan, upaya yang digunakan untuk mencegah dan mengatasi
masalah masalah kejahatan sehingga dengan demikian dapat
diharapkan frekwensi kejahatan dapat ditekan pada tingkat
yang paling minimal dalam masyarakat, khususnya pada ma=
syaraket Kabupaten Barru sebagai lokasi utama dalam peng-
kajian skripsi ini.

Ferdesarkan gambaran yang dikemukakan di atas, ma=-
ka secara terparinci mengemukakan alasan memilih judul
sebagal berikut:

1. Penulis adalah mahasiswa Fakultas Hukum Univer-
sitas Hasanuddin yang memilih jurusan Hukum Fi=
dana dap Kriminologi. Oleh karena itu  delik
penganiayaan merupakan salah satu objek kajian
dalam Hukum Pidana dan Eriminclogl.

2. Data delik penganiayaan berat yang terjadi di
Eabupaten Barru tersedia dan penulis mudah mem-
perolehnya sebagal bahan dalam  penyusunan
8kripsi ini.

%, Delik penganiayaan berat merupakan gejala sosi-
al masyarakat yang perlu mendapat perhatian
khusus oleh pihak-pihak yang berwajib.

4, Delik penganiayaan berat sebagal perbuatan amo-
ral yang dapat membawa akibat negatif bagi ke=-
hidupan dalam masyarakat karena dapat menimbul-
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kan ketidaktenteraman dalam masyarakat.

5. Delik penganiayzan berat merupakan delik Yyang
diancam dengan pidana sebagaimana yang tercantum
dalam KUH Pidana Indonesia. '

6. Melihat akibat yang ditimbulkan delik pengania-
yaan berat maka penting untuk diperscalkan agar
Wwarga negara mendapat jaminan dan kepastlan hu-

Rum.

1.2. Batasan Masalah

Skripsi ini berjudul:

IELIE FENGANIAYAAN BERAT YANG TERJADI DI EABU-
FPATEN BARRU.

Untuk lebih terarahnya pembahesan dalam skripsi ini
maka penulis mencoba mengemukakan permésalahan-permasalah-
en dan hanya membatasi diri pada hal-hal yang dianggap
bersifat prinsipil yang berkenaan dengan delik penganiaya=-

an berat.
Hal-hal yang penting dipermasalahkan pada skripsi

ini adalah:

1. Bageimana pengertian pengeniayaan berat barda-
Sarkan rumusan Pasal 354 KUH Pidana dan Fasal
355 XUH Pldana?

o, Faktor apakah yang menyebabkan terjadinya delik
penganiayaan berat dan akibat apakah yang ditim=-
bulkannya+s

3, Cara bagaimanakah menanggulangl dan mencegah de-
lik penganiayaan berat?

4. ppakah dakwaan penuntut umum dan putusan Penga-
dilan Negeri Barru No.59/Bi=ssa/1987/FPNBR dan
¥o.02 /Biasa /1988 /PNBR sudah sesual dengan hukum
pidana materiil dan KUHA Pidana?

1.%. Metode Penelitian
Dalam memperoleh data dan informasi yang diperlukan
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sehubungan dengan pembahasan masalah dalem skripsi ini,
maka metode penelitian yang aken digunakan adalah:

1"‘

2

Penelitizn kepustakaan (library research). Pe-
nelitian ini penulis mengumpulkan data dengan
melakukan penelahaan literatur-literatur dengan
membaca buku,karya ilmiah serta dokumen jyang
relevan dengan judul yang penulis pilih. Dengan
demikian teori-teori yang digunakan bersumber
dari literatur tersebut. Cleh karena itu dapat
berfungsi sebagai bahan perbandingan dalam pem-
bahasan ilmiah sebagaimana yang dipaparkan da-
lam skripsi ini.

Penelitian lapangan (field research). Peneliti-
an ini merupakan suatu tekhnik pengumpulan data
dengan melakukan penelitian secara langsung di

lapangan dengan mengadakan wawancara terhadap
beberapa Polisi, Jaksa.dan Hakim, yang telah
menangani beberapa kasus penganiayaan  berat
yang terjadi di Kabupaten Earru dan tak lupa
pula penulis mengadakan wawancara dengan tokoh-
tokoh masyarakat yang banyak mengetahui tentang
delik penganiayaan berst yang telah terjadi di
Kabupaten Barru,

1.4. Sistemstika Penulisan
Dalam skripsi ini penulis mengetengahkan sistema-

tika penulisan kedslam lima bab yang hanya menguraikan
Earis besarnya saja, yakni:

Bab 1. Pendahuluan
Dalam bab ini penulis menguraikan tentang alasan

memilih judul, batasan masalah, metode penelitian
dan sistematika penulisan.

Eab 2. Pengertian dan Jenis Penganiayaan
Dalam bab ini penulis menguraikan tentang penger-
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tian renganiayaan berat, unsur-unsur panzaniayaan
berat seria jenis-jenis penganiayaan menurut EUH
Pidana.
Pab 3, Faktor Penyebab dan Usaha Penanggulangan Delik
Penganiayaan Perat.
TJalam bab ini penulis membahas mengenal faktor
penyebab terjadinya delik penganiayaan berat, di=
mana terdiri dari faktor dendam, faktor nafsu
ingin memiliki, faktor pendidikan dan faktor ai-
ri'., Di samping itu penulis membahas pula usaha
penanggulangan terjadinya delik penganiayaan berat
yaitu penanggulangan secara preventif dan penang-
gulangan secara represif.
Bab 4. Data Delik Penganiayaan yang Terjadi di Eabupaten
Barru dari Tahun 1985 sampai dengan Tahun 1989.
Pada bab ini penulis mengemukakan tentang frekuen-
si tindak pidana penganiayaan berat dengan menun=
juk pada data-data dari Polres, Kejaksaan Hegeri
dan data dari Pengadilan Negeri Barru. Di samping
itu, penulis menganalisa data yang diperoleh dari
ketiga instansi tersebut.
Fab 5. Komentar Penulis Terhadap Dua Putusan Pengadilan
Negeri Barru.
palam bab ini penulis mengemukakan duduk perkara,
dakwaan penuntut umum, tuntutan penuntut umum,
pertimbangan hukum hakim, eamar putusan dan pada
aknirnya penulis mengomentari putusan Pengadilan
Negeri Barru yang telah mempunyal kekuatan hukum
tetap dalam menangani kedua kasus delik pengania-
vaan berat tersebut.
Bab 6. Pe nut u p.
Pada bab ini merupakan bab terakhir dari keselu-
Tuhan isi skripsi, dimana bab ini dibagi kedalam

dua bahagian.yakni "kegimpulan yang memuat gseluruh -
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materi yang dipermasslahkan dalam skripsi dan be-
rikutnya sebagai sub bab yang terakhir adalah sa-
ran yang merupakan bahan masukan.
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TENGERTIAN DAN JENIS FENGANIAYAAN

Pada pembahasan bab kedua inil penulis akan membahas
pengertian penganiayaan berat serta unsur-unsur delik
penganiayaan berat. Selanjutnya dikemukakan pula Jenis-Jje-
nis penganiayaan menurut XUH Pidana.

Berbicara tentang penganiayaan berat, maka hal ini
tidak terlepas dari Pasal 354 dan Pasal 355 KUH Pidana.
Berdasar pada pasal tersebut, maka penulis memberikan gam-
baran dan penjelasan secara terperinci dan jelas tentang
arti penganiayasn berat.

2.1l. Pengertian Penganiayaan Berat

Talam menguraikan pengertian penganiayaan berat,
terlebih dahulu penulis mengemukakan pengertian pengania-
yaan menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia susunan (Porwa-
darminta, 1976:48) diartikan sebagai tindakan sewenang-we-
nang seperti penindasan, penyiksaan dan sebagainya. Se-
dangkan menurut yurisprudensi, yang diartikan dengan
penganiayaan ialah senpgaja menyebabkan perasaan tidak enak
(penderitaan), rasa sakit atau luka dan sengaja merusak
kesehatan orang lain. Namun semua perbuatan itu harus di-
lakukan dengan sengaja dan tidak dengan maksud yang patut
atau melewati batas yang diizinkan.

Dalam hal untuk memudahkan pengertian dan pembahas-
an dari Pasal 354 dan Pasal 355 XUH Pidana tentang penga-
niayaan berat, maka ada baiknya terlebih dahulu dikete-
Rgahkan bunyi Pasal 354 dan Pasal 355 KUH Pidana  secara
keselutruhan. Adapun bunyi Pasal 354 KUH Pidana adalah se-
bagal berikut:

1. Barangsiapa dengan sengaja melukai berat orang
lain, dihukum karena menganiaya berat dengan hu-
kuman penjara selama-lamanya delapan tahum.

2. Jika perbuatan itu menjadikan kematian orgngnya,
sitersalah dihukum penjara selama-lamanya sepu-
luh tahun. (Soesilo, 1988:248)

Selanjutnya bunyi Pasal 355 KUH Pldana adalah seba=-



- —r o

e

T e N

gal berikut:

1.

EI

Penganiayaan berat yang dilakukan dengan diren-
ecanakan terlebih dahulu, dihukum penjara sela-
ma-lamanya dua belas tahun.

Jika perbuatan itu menyebabkan kematlan orang-
nya, sitersalsh dihukum penjara selama-lamanya
1lima belas tahun. (Scesilo, 1988:247)..

Melihat kedua rumusan pasal tersebut di atas r._|::|saLL‘:au
timbul pertanyaan, yakni sampai sejauh manakah batas ke =
sengajaan dan direncanakan, apa Yang dimaksudkan dengan
luka berat, kemudian apa yang menjadi indikator sehingga
kejahatan itu disebut penganiayaan berat, apakah dari se-
gi alat vang digunakan atau dari besarnya luka yang di-
timbulkan.

Untuk mengetahui pengertian atau penafsiran isti-
lah luka berat atau luka parah, perlu kita kembali meli-
hat rumusan Pasal 90 KUH Pidana. Hal ini Seesiloc menyata-
kan sebagal berikut:

11-

Penyakit atau luka tidak boleh diharap akan
sembuh lagi dengan sempurna atau dapat menda=
tangkan bahaya maut. Jadi luka atau sakit ba-
aimana besarnya, jika dapat sembuh kemball
engan sempurna atau tidak mendatangkan bahaya
maut (tabib yang biasa menerangkan hal ini)
itu bukan luka berat.
Terus-menerus tidak cakap lagi melakukan jabat-
an atau pekerjaan, kalau hanya buat sementara
saja olehnya tidak cakap melakukan pekerjaannya
itu tidak masuk luka berat.
Tidak lagi memakai (kehilangan) salah satu pan-
caindera. Orang yang menjadi buta satu mata
atau tuli satu telinga belum masuk dalam
pengertian ini, karena dengan mata dan telinga
yang lain ia masih dapat melihat dan mendengar.

4, Eudung (rompong) dalam teks bahasa Belandanya

n"yerminking®, cacad sehingga jelek rupanya, ka-
TEne ada pesuatu anggota badan yang putus, mi-
Balnya telinga teriris putus, jari tangannya
putus dan sebagalnya.

5. Lumpuh (verlamming) artinya tidak bisa mengge-

6

rakkan anggota badannya.
. Berubah pikiran lebih dari empat minggu. Pikir-
an terganggu, kacau, tidak dapat memikir lagi
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dengen normal, semua itu lamanya harus lebih
dari empat minggu, Jika kurang tidak masuk
Pengertian luka berat.

T. Menggugurkan atau membunuh bakal anak kandungan

fibu. (Scesilo, 1988:98).

JiSenuhungan dengan rumuaanlyang diberikan oleh KUH

Pidana, Lamintang menanggapi bahwa: N

Keadaan-keadaan yang disebutkan di dalam Pasal 50
EKUH Pidana itu belum merupakan keseluruhan dari
Keadaan-keadaan yang dapat dimasukkan kedalam
pPengertian luka berat pads tubuh karena hakim
mempunyal kebebasan untuk menganggap setiap keada-
an yang sifatnya “merugikan bagi tubuh" sebagal
luka berat pada tubuh, yakni yang menurut penger-
tian sehari-hzri dapst dianggap demikian. Sungguh-
pun demikian penulis jugz telzh memperingatkan,
bahwa pengertian luka berat pada tubuh tidsk boleh
ditafairkan secara demikian luasnya, hingga akan
dapat dimasukkan juga ke dalam pepgertlannya yaknl
suatu luka yang hanya mempunyal akibat sementara
den yang sejak semula telah diperkirakan tidak

akan menimbulkan suatu bahaya. (Leamintang, .7 . .

1985:144 ). _

perdasarkan uraian di atas maka dapat ditarik sim-
pulan bahwa suatu perbuatan dapat diklasifikasikan ke da-
lam penganiayaan berat menurut Undang-Undang, apabila
Perbuatan itu dilakukan dengan sengaja menyebabkan atau
mendatangkan luka berat yang dimaksudkan sdalah merupakan
tujuan utama dan bukan merupakan suatu akibat saja. Jadi

niat sipembuat harus ditujukan kepada melukai berat. AT-

tinya luka berat harus dimaksudkan oleh sipembust. Apabi-
la tidak dimaksud dan luka berat itu hanya merupakan aki-
bat belaka, maka perbuatan itu masuk penganiayaan blasa

Yang berakibat luka berat (Pssal 351 ayat 2).

Pada ayat (2) dari Pasal 354 KUH Pidana dirumuskan
bahwa jika perbuatzn itu menjadikan kematian orangnya,
sitersalah dihukum penjara selama-lamanya sepuluh tahun.

palam hal meninggalnya orang lain, sebagaimana
yang dirumuskan pada ayat (2) dari pasal tersebut, dipan-



—— e AT o bl i N

T

- ——— —

Dy o g =

10

dang sebagrl suatu hal yang memberstkan pidana yang dapat
dikenakan terhadap sipelaku. Niat pelaku sama sekall ti-
dak ditujukan kepada matinya sikorban, melainkan timbul-
nya luka berat pada diri sikerban. Sekallpun perbuatan
itu berakibat kematlan, namun hanya sebagal akibat = dari
penganiayaan yang melampaui batas dan di luar kehendak

o

Pelaku. :
Niat pelaku untuk melakukan penganiayaan berat da-

pat dilihat dari alat yang digunakan. Alat sangat berpe-
Tan menentukan akibat yang @kan terjadi. Jelaslah maksud
sipelaku tergambar pada alat yang digunakan untuk melaku-
kan delik. sSustu hal yang tidak mungkin, apabila pelaku
bermaksud melakukan delik penganiayaan ringan  dengan
menggunakan benda atau barang tajam.

setelah penulis menguraikan Pasal 354 EUH Pidana
magih terdapat satu pasal yang mengatur mengenai pemgani-
ayaan berat yang direncanakan, di mana hal tersebut dia-
tur dalem Pasal 355 KUH Pidana, untuk lebih jelasnya da-

pat dibaca berikut ini:

1. Penganiayaan berat yang dilakukan dengan diren-
canakan terlebih dahulu, dihukum penjara sela=-

ma-lamanya dua belas tahun.
2., Jika perbuatan itu menyebabkan kematian orang-
nya, sitersalah dihukum penjara selama-lamanya
lima belas tahun. (Soesilo, 1988:247). '
Melihat rumusan Pasal 355 KUH Pidana ini mengenail
penganiayaan berat yang direncanakan, nampak ada persama-
an dengan Pasal 354 KUH Pidana. Letak persamaannya, yakni
terletak pada opzet atau sengaja menimbulkan luka parah
Pada tubuh sikorban.

letak perbedaannya yang utama, yakni pada Pasal
355 XUH Pidana menekankan adanya waktu antara timbulnya
niat dengan tindaken pelaksan=zan untuk memikirkan secara
tenang segala hal yang berkenaan dengan rencana pelaksa-
naan delik, sedangkan pada Pasal 354 KUH FPidana tidak me-
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must unsur adanya rencana terlebih dahulu dsrl sipelaku.

Sugtu perbuatan penganisyaan apabila dilakukan
dengan perencanaan terlebih dahulu, meka ancaman hukuman-
nya lebih berat daripada perbuatan penganiayaan lainnya.
Tan lebih berat lagl jika penganiayaan yang dilakukan
dengan perencanaan menyebabkan matinya orang, seperti
yang tercantum dalam Pasal 355 ayat (2) KUH Pidana. ©

Pengertian direncanskan lebih dehulu (Soesilo,
1988:244), dapat dianalogikan dalam penjelasannya ten-
tang delik pembunuhan. Menurut beliau direncanakan lebih
dahulu (voorbedachte rade) adalah antara timbulnya maksud
untuk menganiaya dengan pelaksanaan itu mazsih ada tempo”
bagi sipembuat untuk dengan tenang memikirkan, misalnya
dengan cara bagaimapakah penganiayaan itu akan dilakukan.
Tempo itu tidak boleh terlalu sempit, akan tetapl tidak
perlu terlalu lama, yang penting apakah dalam tempo: itu
sipembuat dengan tenang maslih dapat berpikir-pikir, yang
sebenarnya masih ada kesempatan untuk membatalkan niatnya
akan menganiaya, akan tetapl tidak ia pergunakan.

2,2. Unsur-Unsur Delik Penganiayaan Berat

Dalam menjabarkan sesustu rumusan delik ke dalam
unsur-unsurnya, maka yang mula dapat kita jumpal adalah -
disebutkannya sesuatu tindakan manusia, dengan tindakan
itu seseorang telah melakukan sesuatu yang terlarang oleh
Undang=Undang .

Masalah unsur-unsur peristiwa pidana, hal ini da-
Pat dilihat dengan jelas dimana dinyatakan bahwa:

Pada hakekatnya tiap-tiap peristiwa pidana harus
dtas unsur-unsur lahir, oleh karena perbuatan yang
mengandung kelakuan dan akibat yan% ditimbulkan
karenanya adalah suatu kejadian dalam alam lahir.
Di samping kelakuan dan akibat untuk adanya peris-
tiwa pidana biasanya diperlukan pula adanya keada-
an=-keadaan tertentu yang menyertali perbuatan.
(Rusli Effendy, 1983:63).

Dalam hal ini, perlu terlebih dahulu dikemukakan
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antara unsur-unsur yang harus dipenuhi sehingga seseorang
dapat dikatakan melakukan penganiayaan. Orang yang mela-
kukan penganiayaan dimaksudkan sebagal suatu  keadaan
yang harus ada pada suatu perbuatan sehingga perbuatan
itu menjadi delik penganiayaan.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas Apeldoorn

mengemukakan bahwa: 3

Flemen delik itu terdiri dari elemen obyektif be-
rupa adanya suatu kelakuan yang bertentangan
dengan hukum dan elemen subyektif yang berupa ada~-
nya seseorang pembuat yang mampu bertanggung jawab
atau dapat dipersalahkan terhadap kelakuan yang
bertentangan dengan hukum itu. (Poernomo, °

1983:103).
Sedangkan elemen-elemen atau unsur-unsur dari sua-

tu delik pidana tertentu, pada dasarnya merupakan hal
atau keadaan yang membedakan antsra satu delik dengan de-
lik lainnya.

Jika diperhatikan rumusan pasal-pasal KUH Pidana
yang mengatur mengenal penganiayaan berat yakni Pasal 354
dan Pesal 355 KUH Pidana, nampaknya tidak dinyatakan se-=
cara tegas ungur-unsurnya. Adapun rumusan Pasal 354 KUH

Pidana adalah sebagai berikut:
1. Barangsiapa dengan sengaja melukai berat orang
lain, dihukum karena menganiaya berat, dengan
hukuman penjara selama-lamanya delapan tahun.
2, Jika perbuatan itu menjadikan kematian orangnya
sitersalah dihukum penjara selama=lamanya sepu-
luh tahun. (Soesilo, 1988:246)
Berdasarkan rumusan pasal tersebut di atas, maka
dapat ditarik unsur=-unsur sebagai berikui:
1., Barangsiapa

Tentang pengertian unsur barangsiapa dalam rumusan
Pasal ini, adalah subyek hukum sebagai pelaku tindak pi-
dana. Jadi pada delik penganiayaan yang menjadi subyek
hukum yakni orang yang telah menganiaya, karena itu yang
menjadi unsur pokok adalah perbuatan yang dilakukan oleh
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barangsiapa sebagal subyek hukum.
2, Dengan Sengaja '

Pengertian unsur dengan sengaja dalam rumusan pa=

sal ini, mensyaratkan adanya perbuatan yang dilakuxan
oleh pelaku yang mengakibatkan luka berat pada orang la-
in, Dapat dikatakan bahwa melukai berat merupakan tujuan
utama dari sipelaku,

Masalah dolus atau kesengajaan mempunyal pengerti-

an yang khusus, hal ini dikemukakan oleh Andi Zainal Abi-
din Farid, bahwa;

Yang disebut Mopzet® (sengaja) ialah "kehendak
yang diarahkan secara sadar untuk mewujudkan suatu
delik". Menurut M.v.T kata "opzettelijk® (dengan
gengaja) yang terdapat dalam banyak pasal KUUHP
adalah sama dengan "willens en wetens" (dikehen-. -
daki dan diketahui). (Andl Zzinal Abidin FParid,
1581 :209)

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, timbullah

dua teori. Moeljatno dalam hal ini menyatakan sebagai be-

rikut:

. 1. Teori kehendak (wilstheorie), kesengajaan ada-,

lah kehendak yang dlarahkan pada terwujudnya
perbuatan.

2, Teori pengetahuan (voorstellingstheorie), ke-
sengajaan adalah kefiendak untuk berbuat dengan
mengetahui unsur-unsur yaog diperlukan.
(Moeljatne, 1987:171).

Mengenai kesengajaan tersebut, Andi Zainal Abidin

Farid membagi kesengajaan ke dalam tiga hal, yakni:

1. Sengaja sebagai niat (opzet alsco merk).

2, Sengaja insyaf (sadar) eken kepastian atau ke-
harusan (opzet bij gekerheidsbewustszijn, atau
npodgakel eldsbewustzijnj.

3, Sengaja lnsyal (sadar) akan kemungkinan {n§zet

E L]

bij mogelijkheidsbedustzijnidolus eventua
n nal ADldln Farild, s2ld ).
Iebih lanjut beliau mengatakan bahwaj

Sengaja sebagai maksud terdapat apabila pembuat
menghendaki akibat perbuatannya, d.k.l. seandainya
T5 ecbelun berbuat telah mengetzhui, bahwa akibat
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Eerbuatannya itu tidak akan terjadi, maka sudah
entu ia tidak melakukan perbuatannya. (Andi Zainal

Abidin Parid, ibid)

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka penulis ber=-
kesimpulan bahwa kesengajasn sebagal maksud adalah perbu-
Btan itu disengaja karena memang dengan maksud untuk men-
capal suatu tujuan tertentu. Misalnya untuk melukai berat
orang lain, maka dalam hal ini perbuatan yang dilakukan
itu harus dengan sengaja untuk mengakibatkan luka berat.

Kesengajaan sebagal kepastian atau keharusan adalah

Perbuatan yang dilakukan itu bukan yang dimaksud, tetapi
Untuk mencapai apa yang ‘dimaksud itu harus melakukan per-
buatan itu pula. Contoh kesengajaan sebagal kepastian ada=

lah sebagai berikut;

Perkara peledakan kapal bernama Thomas Van Bremer-
haven. Pemilik kapal ingin supaya kapal tersebut
ruszk di tengah laut, sehingga ia dapat meperima
uang pertanggungan kapal tersebut. Untuk itu dia
menaruh bom di dalamnya yang pada waktu tertentu
gkan meledak. Pada saat bom meledak dan kapal teng-
gelam sebagaimana direncanzkan. Tapi di samping itu
kelasi=-kelasi kapslpun mati karenanya. Meskipun
Kematian ini tidak diingini sama sekali, tapl  hal
itu dengan pasti dapat.dimengerti bahwa akan terja-
di, sehingga dapat dikatakan juga disengaja.
(Moeljatno, 1987:176).

Adapun kesengajaan sebagal kemungkinan (dolus even=
tualis) adalah tindak pidana itu tidaklah terpaksa dilaku-
Kan, tetapi hanva suatu kemungkinan saja.

Mengenai dolus eventualis dikenal teori "sebagai
inkauf nehmen, dalam hal ini Moeljatno mengemukakan seba-

gai berikut:

Sesungguhnya akibat atau keadaan yang diketahul ke-
mungkinan akan adanya, tidak disetujui. Tapi meski-
Pun demikian, untuk mencapai apa yang dimaksud re-
siko akan timbulnya akibat atau keadaan di samping
maksudnya itupun diterima. (Moeljatne, 1987:175).

Lebih lanjut Meoeljatno menyatakan bahwa;
Teori inkauf nehmen diteérjemahkan dengan teori apa
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boleh bu=at, sebab kalau resiko yang diketahui ke-

mungkinan akan adanya itu sungguh-sungguh timbul

(di samping hal yang dimaksud%, apa boleh buat,

dia juga berani pikul resikonya. Jadi menurut teo-

ri ini untuk adanya kesengajaan diperlukan dua

Byarat:

1. Terdakwa mengetahui kemungkinen adanya akibat
atau keadaan yang merupakan delik.

2. Sikap terhadap kemungkinan itu andaikata sung-
guh timbul, ialah apa boleh buat, dapat disetu-
jui dan berani pikul resikonya. (Moeljatno,

ibid)
Sehubungan dengan ketiga corak kesengajaan di atas

Andi Zainal Abidin Farid mengemukakan kasus hypotesis
yang menyatakan sebagal berikut:

A yang hendak membunuh B, yang telah menghinanya
di muks umum, A& menunggu B di perjalanan. A membi-
dik senapang yang pelornya tajam dan dapat menem-
bus beberapa sasaran. Kesempatan yang baik dipero=-
leh & karena B kebetulan lewat, namun B disertal
€ yang berjalan di depan B. C sama sekali tidak
pernah bermusuhan dengan A, tetepl A berpikir ka-
lau kesempatan baik ini diliwati, mungkin tidak
memperoleh kesempatan menembak B, tetapl kalau ia
menembak (dari depan) sti atau harus ¢ dikena,
sebelum pelor mengenai A. Pada waktu membidik sa-
saran, A& membayangkan, bahwa mungkin ada orang di
belakang B dan C, y&ng akan juga dikena pelor, se=
bab disana terdapat perkampungan. Ia berkata dalam
hati, kasihan ¢ yang harus mati padahal ia tidak
membecinya, tetapi B tidak boleh dibilarkan hidup.
Perhadap kemungkinan adanya orang lain yang =akan
" kena selain dari B dan C, A berkata:Mudah-mudahan
tidak ada, tetapi kalau terjadi, ya apa boleh

buat.

A menembak dan mengenai sassran I, €, pelor menems-
bus ¢ lalu mengenai pula“ﬁT'?EﬁE’ﬁblanjutnya ber-

jolan terus dan mengenai seseorang perkampungan,
yang kebetulan sedang berdiri di tepl jalan raya.
Sengaja A4 terhadap matinya C adalah "sengaja
insyaf akan kepastian atau keharusan", sengala A
terhadap matinya B ialah "sengaja niat akan mak-
sud®, dan sengaja A terhadap orang diperkampungan
ang terkena pula tembakan sehingga ia luka berat
ermasuk "sengaja insyaf akan kemungkinan®" (dolus
eventualis). (Andi Zainal Abidin Farid, 1981:218).

Setelah penulis menguraikan pengertian dari penaf-
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siran kesengajaan, maka dapatlah ditarik suatu gimpulan
bahwa sengaja dalam hal ini dapat diartikan dengan perbu-
atan yang dikehendaki dan disertal dengan maksud yang pa-=
tut yang berkaitan dengan tujuan dari dilakukannya perbu=
atan tersebut. '
3. Mengakibatkan Luka Berat

Pengertian melukal berat dalam Pasal 354 KUH ﬁida-
na adalah luka yang tak dapat diharapkan akan sembuh lagi
dengan sempurna atau dapat mendatangkan bahaya maut. Apa-
bila luka berat bukan merupakan maksud, semata-mata hanya
sebagai akibat saja maka perbuatan itu tidak termasuk
penganiayaan berat, hanya merupakan penganiayaan biasa
vang berakibat luka berat. Jadi dalam Pasal 354 EKUH Pida-
na nlat sipembuat harus ditujukan pada melukai berat.
4. Mengakibatkan Matinya Crang

Matinya orang dalam Pasal 354 KUH Pidana adalah
merupakan akibat dari luka berat yang diderita. Jadi
hanya merupakan akibat yang tidak dimaksud oleh sl pembu-
at, Niat si pembuat hanya terbatas pada melukai berat.

: Jika seseorang melakukan pengsniayaan dengan niat
atau maksud mengakibatkan matinya orang tersebut tidak
dapat dikategorikan perbuatan penganiayaan yang mengaki-
batkan matinya orang, karena matinya orang tersebut di-
kehendaki oleh si pembuat. Jadi dengan sendirinya. per=-
buatan itu dims=sukkan ke dalam kKlaslfikasi kejahatan ter-
hadap nyawa, yakni delik pembunuhan.

Setelah penulis menguraikan keempat unsur dari
Pasal %54 KUH Pidana, maka ada baiknya jika Pasal 355
XUH Pidana akan diuraikan pula unsur-unsurnya, karena pa-
sal tersebut merupaksn pasal yang mengatur delik pengani-
ayaan yang direncanakan. Unsur-unsur Pasal 355 KUH FPidana
pada garis besarnya sama dengan unsur-unsur Pasal 354 KUH

Pidana, hanya saja dalam Pasal 355 KUH Pidana ada unsur
direncanakan lebih dahulu dan unsur inilah yang menyebab-
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kan adanya perbedaan penjatuhan hukuman antara Pasal %54
dap Pasal 355 EUH FPidana.

Pengertian direncanakan lebih dahulu (yoorbedach-
te rade) adalah antara timbulnya maksud untuk menganiaya
dengan pelaksanaannya itu masih ada tempo bagl sipembuat
untuk dengan tenang memikirkan, misalnya dengan cara ba~-
gaimanakah penganiayaan itu dilakukan. 5

Berdasarkan pengertian di atas maka si pembuat
dalam hal ini masih dapat berpikir-pikir dengan  tenang
yang sebenarnya ia masih ada kesempatan untuk membatal-
kan niatnya akan menganiaya, akan tetapi tidak ia pergu-
nakan kesempatan tersebut. Hukumasn yang dijatuhkan ter=
hadap orang yang melanggar Pasal 355 KUH Pidzha lebih
berat dibanding pelanggar Pasal 354 XUH Pidana.

2.3, Jenis=Jenis Penganiayaan Menurut KUH Pidana

Delik penganiayaan atau dikenal dengan mishande-
ling, dapat dijumpai dalam buku-buku EUH Pidana Bab XX,
yang diatur mulai dari Pasal 351 sampal dengan Pasal 358
EUH Pidana. )

Mengenzi penggolongan macam kejahatan penganiaya-
an belum ada kesepakatan. Ada sarjana yang membegl lima,
enam dan ada pula yang membagi atass tujuh klagifikasi,
tergantung dari sudut pandangan masing-masing. Dalam hal
ini penulis lebih cenderung mengikutl pengelompokan yang
terdiri atas tujuh klasifikasi, sesual yang dikemukakan
dalam buku-buku KUH Pidana yakni sebagal berikut:

1. Penganiayaan bihua
Jenis penganiayaan biasa diatur dalam Pasal %61

KUH Pidana, dimana berbunyi sebagai berikut;

1. Penganiayaan dihukum dengan hukuman penjara
selama-lamanya dua tahun delapan bulan  atau
denda sebanyak-banyaknya fp.4.500,-.

2, Jika perbuatan itu menjadikan luka berat, si
tersalah dihukum penjara selama-lamanya lima
tahun.
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%. Jika perbuatan itu menjadikan mati orangnya,
dia dihukum penjara selama-lamanya tujuh tahun.
4., Dengan penganiayaan disamakan merusak kesehatan
orang dengan sengaja.
5. Percobaan melakukan kejahatan ini tidak dapat
dihukum. (Socesileo, 1988:244).
Ferdasarkan pasal tersebut di atas, Soesilo menge-
ftikakan bahwa i N
Undang-Undang tidak memberi ketentuan apakah yang
diartikan dengan "penganiayaan® (mishandeling
itu. Menurut yurisprudensi, maka yang diartikan
dengan "penganiayaan® yaitu sengaja menyebabkan
perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit
(pijn), atau luka. Semuanya ini harus dilakukan
dengan sengaja dan tidak dengan maksud yang patut
2tau melewati batas yang diizinkan. Umpamanya se-
seorang dokter gigi mencabut gigi darl pasiennya.
Sebenarnya ia sengaja menimbulkan rasa sakit, akan

tetapi perbuatannya itu bukan penganiayaan, karena
ada maksud baik (mengobati). (Soesilo, 1988:245).

Dalam Pasal 351 ayat (3) KUH Pidana, disebutkan
bahwa jika penganiayaan itu mengakibatkan matinya orang
maka pelakunya dipidana penjara paling lama tujuh tahun.
Dengan demikian ayat ini menyimpulkan adahya penganiayaan
biasa yang mengakibatkan matinya orang.

Pasal 351 ayat (4) mengartikan pengeniayaan disa=-
makan dengan sengaja merusak kesehatan. Dalam hal  indi
Sudradjat Bassar memberi penjelasan sebagal berikut:

Merusak kesehatan, umpamanya orang sedang tidur
dibuka jendela kamar tidurnya sehingga orang itu
masuk angin.

Perasaan tidak enak, misslnya menyuruh orang ber-
diri di terik matahari, menyuruh menyelam ke dalam
kolam pada waktu malam (penderitaan).

Rasa nyeri (pijn), umpamanya memukul, mencubit,
menyikut.

Luka, misalnya menusuk dengan pisau, mengiris, me-
motong » (Bassar, 1984:134). '

Lebih lanjut beliau menyatakan bahwa:

Perbuatan ihi semuanya harus dilakukan dengan
sengaja, dan tidsk dengan maksud yang patut atau melewati
batas yang dilizinkane (Bassar, 1bid)."
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Penganiayaan bilasa yang mengakibatkan matinya
orang itu dianggap perlu lebih diperjelas agar nampalk
perbedaan dengan Pasal 338 KUH Pidapa. Hal ini disebabkan
oleh karena matinya orang seperti yang dimaksud dalam
Pasal 351 ayat (3) KUH Pidana itu adalah semata-mata se-
bagai akibat perbuatan yang tidak dikehendakl atau t%ﬁah
sesuai dengan niat. Menurut Pasal 338 EKUH Pidana adanya
Kematian atau matinya orang edalah merupakan tujuan dari
pelaku atau dikehendaki dalam niat. Persamaan terletak
pada kenyatesan adsnya unsur sengaja, namun pada hakekat-
nya berbeda, sebab dalam Pasal 351 ayat (3) KUH Pidana
kesengajaan itu diarahkan kepada badan seseorang, Sedang-
kan dalam Pasal 338 KUH Pidana kesengajaan itu ditujukan
atau diarashkan kepada nyawa seseorang serta keduanya ti-
dak direncanskan lebih dahulu.

2. Penganiayaan ringan
b Penganiayaan ringan diatur dalem Pasal 352 KUH Pi-

dana yang berbunyi sebagail berikut:

1. Selain dari apa vang tersebut dalam Pasal 353
dan 356, maka penganiayaan yang tidak menjadi-
kan sakit atau halangan untuk melakukan jabat-
an atau pekerjaan sebagal penganiayaan ringan,
dihukum penjara selama-lamanya tiga bulan atau
denda sebanyak-banyaknya fp.4.500,-. Hukuman ini
boleh ditambah dengan sepertiganya, bila keja-
hatan itu dilakukan terhadap orang yang bekerja
padanya atau yang ada dibawah perintahnya.

5., Percobaan melakukan kejahatan ini tidak dapat

dihukum. (Soesilo, 1988;245).

Berdasarkan rumusan pasal tersebut di atas, maka
yang dimaksud dengan penganiayaan ringan, yakni serang-
kaian perbuatan yang dilakukan oleh sesecrang yang tidak
menyebabkan rasa sakit serta tidak berakibat sikorban

terhalang untuk melakukan pekerjaannya atau jabatannya
sehari-hari, sehingga dapat dikatakan bahwa pelaku delik

dalam mewujudkan perbuatannya tidak menggunakan suatu
alat yang sekiranya dapat menyebabkan sl korban mengalami
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luka parah atau pendarshan.
Satochid Kartanegara menjelzskan, bahwa yang di-

maksud dengan penganiayaan ringan adalah sebagal berikut:

1. Penganiayaan yang tidak direncanakan lebih

dahulu dalam keadaan tenang.
2. Tidak dilakukan terhadap ibu, bapak yang syah
dan isteri atau suaminya ataupun anaknya.

%, Tidak dilakukan terhadap pejabat negara yang
sedang melakukan kewajibannya atau berhubung
dengan tugasnya yang dilakukan secara sah.

4. Tidak dilakukan dengan memberikan bahan-bahan
yYang membzhayakan jiwanya atzupun kesehatannya

(Ps.356 sub 3).
5., Sipenderita tidak kena akibat atau mengzakibat-

kan sakitnya atau halangan untuk melakukan ja-
batannya atau mencari mata pencaharian.
(Kartanegara, t.t. 521).

Berdasarkan hal tersebut di atas maka penulis ber-
pendapat banhwa penganiayaan ringan tidak dinilai menurut
besar kecilnya luka yang terjadi, tetapi dinilai menurut
fungsi dan faedah dari anggota badan si korban.

%, Penganiayaan yang direncanakan lebih dahulu
Penganiayaan yang direncanakan lebih dahulu diatur

dalam Pasal 353 KUH Pidana. Adapun bunyi Pasal 353 KUH

Pidana adalah sebagai berikut:

1. Penganiayaan dengan rencana lebih dahulu, di-
ancam dengan pidana penjara paling lama empat
tahun.

2. Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat
{ang bersalah dikenakan pidana penjara paling

ama tujuh tahun.

%. Jika perbuatan mengakibatkan mati, dia dikena-
kan pidana penjara peling lama sembilan tahun.

(Moeljatno, 1985:150).

Pasal 353 EUH Pidana ini menentukan bahwa suatu
perbuatan penganiayaan apabila dilakukan dengan perenca-
naan terlebih dahulu, maka ancamen hukumannya lebih
berat daripada Pasal 351 KUH Pidana.

Perbedzan antara Pasal 351 dengan Pasal 353 KUH
Pidana, hanya dari segl pelaksanaannya. Pada Pasal 353
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KUH Pidana memuat unsur penganiayaan yang direncanakan
lebih dahulu, sedangkan Pasal 351 KUH Pidana tidak me-
muat unsur direncanakan lebih dahulu, dan hal ini pula-
lah yang membedakan ancaman pidananya. Adapun percobaan
pada penganiayaan yang diatur dalam Pasal 353 KUH Pidana
dapat dihukum, sedangkan percobaan pada penganlayaan
yang diatur dalam Pasal 351 KUH Pidana tidak dapat dihu-
kum,

4. Penganiayaan yang disengaja untuk melukai berat
Penganiayaan yang diatur dalam Pasal 354 EKUH Pi-
dana berbunyi sebagal berikut:

1, Barangsiapa sengaja melukal berat orang lain
diancam, karena melakukan penganiayaan berat,
dengan pidana penjara paling lama delapan
tahun.

2. Jika perbuatan mengakibatkan mati, yang bersa-
lah dikenakan pidana penjara paling lama sepu-
luh tahun. (Meeljatno, 1985:151).

' Dengan memperhatikan bunyl pasal tersebut di atas
maka dapstlah ditarik suatu kesimpulan bahwa jenis
penganiayaan berat yang mengakibatkan luka berat sampai
pada timbulnya kematian, tetapil kematian yang ditimbul=
kan bukan merupakan niat si pelaku.

Dalam hubungannya dengan hal tersebut di atas,

Apndi Fainal Abidin Farid menyatakan sebagal berikut:

Ealeu sengaja pembuat memang tertuju pada luka
beratnya orang lain, maka yang dikenakan 1alah
Banksi yang tersebut pada Pasal 354 KUUHP dengan
maksimum sanksi delapan tahun penjara. Jikalau
Sengajanya memang tertuju pada kemstian orang
lain maka la dapat dikenakan sanksi Pasal 338
KUUHP, yvaitu maksimum lima belas tahun penjara.
(Andi zainal Abidin Farid, 1981:187).

Orang yang dapat dikenakan Pasal 354 KUH Pidana
ialah pelaku penganiayasan yang telah mempunyai . nist
untuk menimbulkan luka berat terhadap korban teraniaya.
Jadi niat si pembuat harus ditujukan kepada melukai
berat. Artinya luka berat harus dimaksud oleh si pembuat
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apabila tidak dimaksud dan luka berat itu hanya merupakan
akibat belaka, maka perbuatan itu masuk penganiayaan
biasa yang berakibat luka berat.

Sudradjat Bassar mengemukakan perbedaan antara
luka berat yang dimaksud dalam Pasal 351 ayat (2) dan
Pasal 354 KUH Pidana sebagal berikut: "

a. Luka berat yang dimaksud dalam Pasal 351 ayat
(2), merupakan akibat, bukan tujuan. Sedanghkan

b. Luka berat yang dimaksud dalam Pasal 354 ini
merupakan tujuan. (Bassar, 1984:137).

palam mempercleh pemahaman yang lebih jelas dan
cukup lengkap, maka perlu kita mengetahui batasan dari
pengertian luka berat.

Dalam hal ini Soesilo memberi petunjuk tentang
pengertian luka berat tersebut seperti yang dimaksudkan
oleh Pazal 90 KUH Fidana. Pasal tersebut menyebutkan
luka berat pada tubuh yaitu penyakit atau luka yang  tak
boleh diharapkan akan sembuh lagi dengan sempurna atau
yang dapat mendatangkan bahaya maut. (Scesilo, 1988:98).

5. Penganiayaan berat yang direncanakan terlebih dahulu
Penganiayaan yang direncanakan lebih dahulu diatur
dalam Pasal 355 EUH Pidana yang berbunyi sebagail berikut:

1. Penganiayaan berat yang dilakukan dengan renca-
pa lebih dahulu, diancam dengan pidana penjara
paling lama dua belas tahun.

2, Jika perbuatan mengakibatkan mati, yang bersa-
lah dikenakan pidana penjara paling lama lima
belas tahun. (Moeljatno, 1985:151).

Dalam melihat rumusan pasal tersebut di atas,

Yakni penganiayaan berat yang direncanakan, nampak ada
Persamaan dengan Pasal 354 KUH Fidapa. Persamaannya yaitu
terletak pada opzet atau'aengaja menimbulkan Jluka parah
Pada tubuh si korban. Letak perbedaannya yang utama yakni
pada Pasal 355 KUH Pidana menekankan adanya waktu antara
timbulnya niat dengan tindakan pelaksanasan untuk memikir-
kan secara tenang segala hal yang berkenaan dengan ren-
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cana pelaksanaan delik, yang Jjuga dikemukakan dalam
Pasal 353 serta Pasal 340 KUH Pidana. Pasal 354 KUH Pida-
na tidak memuat unsur adanya rencana lebih dahulu.

6. Penganiayaan dengan hal-hal pemberatan pidana

Selain macam-macam penganiayaan yang disebutkan
terdahulu, masih dikenal jenis penganiayaan yang
mengandung unsur-unsur pemberatan pidana. .Agar lebih
jelasnya penting diperhatikan rumusan Pasal 356 KUH Pida-
na sebagai berikut: '

Pasal 3%56. Pidana yang ditentukan dalam Pasal 351,

%53, 354 dan 355 dapat ditambah dengan sepertiga:

ke=1. Eagl yang melakukan kejahatan itu terhadap
ibunya, bapaknya menurut Undang-Undang,
isterinya atau anaknya.

ke-2, Jika kejshatan dilakukan terhadap seorang
pejabat ketika atau karena menjalankan
tugasnya yang syah.

ke=3. Jika kejahatan dilakukan dengan memberikan
bahan yang ®B2rbahaya bagi nyawa ataun  ke-
sehatan untuk dimakzn atau diminum.
(Moeljatno, 1985:151)

Pasal 356 KUH Pidana ini merupakan suatu klzusula
(tambahan) yang mengatur tentang perbuatan penganiayaan
Yang dilakukan terhadsp orang-orang tertentu atau dengan
mMemakai cara tertentu dalam melaksanakan ~ tindakan
Penganiayaan. Sifat dan kedudukan orang=orang tertentu
itu dianggap cukup penting dan karena itu suatu tindakan
Penganiayaan terhadap mereka berartl akan menambah
hukuman kepada pelaku penganiayaan.

Dalam pasal tersebut disyaratkan pula mengenai
bapak yang sah, yakni lelaki yang kawin dengan perempuan
Yang melahirkan anak itu secara sah menurut hukum per-
kawinan, sedangkan mengenai ibu, adalah ibu yang me-
lahirkan anak tersebut. Oleh karena adanya persyaratan
tersebut para penegak hukum, baik  sebagai penyidik,
Pepnuntut umum maupun hakim yang menangani perkara terse-
but setelah terjadinya delik ini wajib mengetahui
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hubungan darah, status si korban dan bahan yang digunakan
Melakukan delik.

Apabila kejahatan itu dilakukan terhadap pegawai
negeri, maka Satochid Kartanegara memberikan penjelasan
Sebagai berikut:

81 pelaku tidak perlu mengetahul bahwa yang diani-
aya itu adalah seorang pegawal negeri yang sedang
melakukan tugasnya secara sah, atau apa yang telah
dilakukan itu berhubung dengan tugasnya, Yyang di-
lakukan dengan sah. (Kartanegara, t.t.525).

Pasal 356 KUH Pidana dikenal sebagai kejahatan
penganiayaan dengan hal-hal pemberatan pidana, sedangkan
Pasal 357 KUH Pidana mengatur tentang dapatnya dijatuhkan
hukuman tambahan kepada pelaku delik, khususnya Pasal
%53 KUH Pidana mengenai penganiayaan yang dilakukan
dengan direncanakan lebih dahulu dan Pasal 355 KUH Pidana
mengenal penganiayaan berat yang dilakukan dengan rencana
lebih dahulu. Adapun hukuman tambahan yang dapat dijatuh-
kan itu adalah sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 35
ayat (1) sampal ayat (4) KUH Pidana, yaknl sebagai
berikut &

le. Hak menjabat segala jabatan atau Jabatan yang
ditentukan .

2e . Hak masuk pada kekuasaan bersenjata ( bala-
tentara ).

3e. Hak memilibh dan hak boleh dipilih pada
Pemilihan yang dilakukan menurut Undang-Undang
umum .

4e. Hak menjadi penasehat atau penguasa alemat
(wali yang diakui sah cleh negara), dan men-
Jadi wali, menjadi wali pengawas, menjadi

Curator atau menjadi curator pengawas atas
Orang lain daripada anaknya sendiri. (Scesilo,

7. Penganiayaan dalam bentuk turut ‘'serta . terhadap
Penyerangan ataupun perkelahian
-Penyerangan terhadap kejahatan ini adalah bentuk
lain daripada macam-macam delik penganiayaan yang telah
dibahas terdahulu. Sehubungan dengan hal’ini dalam Pasal
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358 XUH Pidana dinyatakan sebagsi berikut:

Mereka yang sengaja turut serta dalam penyerangan
8tau perkelahian dimana terlibat bYteberapa orang,
Selain tanggung jawab masing-masing terhadap aps
yang khusus dilakukan olehnya, diancam:
ke-1, Dengan pidana penjara paling lama dua tahun
delapan bulan, jika akibat penyerangan atau
Perkelghian itu ada yang luka=luka berat.

ke-2. Dengan pidana penjara paling lama empat
tahun, jika akibatnya ada yang mati.
(Moeljatno, 1985:152).

Berdasarkan uraian pasal tersebut di atas, maka
dapat disimpulkan bahwa yang diatur dalam’ Pasal 358 KUH
Pidana adalah akibat dari penyerangan atau  perkelahian
yang menyebabkan luka berat atau matinya orang. Apabila
dapat dibuktikan siapa orangnya diantara mereka yang
ikut melakukan penyerangan itu, maka yang harus diper=
tanggungjawabkan adalah yang menyebabkan luka berat pada
orang atau terbunuvhnya orang.

Masalah turut serta dalam Pasal 358 KUH Pidana
ini telah dikemukakan oleh Sudradjat Bassar sebagai

berikut;

Tengan turut serta pada penyerangan atau pergulat-

an itu, maka semua orang yang ikut harus diper= .

tanggungjawabkan dan dapat dihukum. Tanggung jawab

satu persatu mengenai akibat itu, tidak perlu di-

buktikan. (Bassar, 1984:139).

Selanjutnya penulis mengemukakan perbedaan yang
jelas antara penyerangan dengan perkelzhian menurut Pasal
358 EUH Pidana, yakni terletak pada timbulnya inisiatif.
Dalam penyerangan, inisiatif timbul darl satu pihak,
sedangkan dalam perkelshian inisiatif timbul dari kedua
belah pihak. Adapun letak persamaannya bahwa baik penye-
rangan maupun perkelshian harus dilakukan secara bersama-
sama oleh beberapa orang yang sekurang-kKurangnya ber-
Jumlah tiga orang.

Mengenai pengertian turut serta dalam Pasal 308
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KUH Pidana ini, menurut penulis haruslah diartikan sesuail
pengertian sehari-hari, yaknl setiap perbuatan vang
Becara nyata terlibat bersama-sama dalam penyerangan atau
perkelahian. Turut serta deslam hal ini, tidak boleh di-
artikan menurut Pasal 55 dan Pasal 56 KUH Fidana.
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BAB 3

FAKTOR PENYEBAB DAN USAHA FPENANGGULANGAN
~DELIK PENGANIAYAAN BERAT

%3.1. FPaktor renyeﬁab Terjadinya Delik Penganiayaan Berat
Bilamana membicarakan suatu aspek darli kehidupan
hukum di pegara kita, maka delalu dirasa perlu untuk ‘me-
lihat permasalahan dari berbagai segl dan sudut pandang-
an. Secara mendasar, setiap penelaan masalah hukum, se-=
Perti halnya delik pﬂnganiafaan berat maka seemestinya
melihat tidak saja pokok permasalahan, tetapl juga as-
Pek-aspek yang menjadi faktor penyebab, hal ini sesuail
dengan tujuan untuk mendapatkan pemahaman secukupnya.
Dalam relevansinya dengan tinjauvan masalah faktor
penyebab ini, pelbagail data maupun informasi yang penu-
lia peroleh langsung dari lokasi penelitian, baik darl
sunher formal maupun informal berupa observasi kehidupan
mésyarakat Barru sendiri, yang merupakan daerah asal pe=

‘nulis telah banyak memberi gambaran tentang faktor pe=

nyebab delik penganiayaan pada umumnya dan delik penga-
niayaan berat pada khususnya.

Pada umumnya delik penganiayaan berat di Kabupa-
ten Barru berkisar pada masalah pribadi atau kepentingan
pribadi, yakni bilamana suatu individu merasa diperlaku-
kan tidak semestinya atau bilamana suatu individu merasa
dirugikan. Hal ‘ini mepnurut sifatnya dapat dibagi atas
beberapa kategori, yakni merasa tersinggung, iri hati,
salah paham dan juga karena kepentingan material  yang
bertentangan. Misalnya kasus tanah, émpang, sawah dan
sebagainya.

Untuk memperoleh gambaran yang lebih sistematis
ada beberapa hal yang dianggap sebagal faktér penyebab
terjadinya delik penganiayaan berat tersebut.
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Z.1.1. Faktor Dendam

Pengertian dendam seperti disebutkan dalam Kamus
Umum Bahasa Indonesia yang disusun Poerwadarminta, meng-
artikan kata dendam sebagai berikut; Dendam ialah  ke-
inginen keras yang terkandung dalam hati untuk membalas
kejahatan dan lain-lain.

Berdasarkan pengertian di atas, jelaslah bahwa
dendam adalah semacam desakan bathin yang senantiasa me -
merlukan tindak penyalurannya. Bilamana hal ini terus-
menerus bergejolak dalam hati seseorang, maka setiap ke-
sempatan akan dicoba untuk dimanfaatkan guna menyalurkan
atau melaksanakan dendamnya.

Dari sudut psikologis, hal seperti itu disebut
sebagai tekanan bathin yang mengganggu keselmbangan jiwa
individu yang bersangkutan. Dalam upaya mencari atau me-
menuhi hasratnya untuk memperoleh keseimbangan atau pe=-
rasaan setimzal di dalam dirinya, maka individu  yang
bersangkutan merasa terdesak untuk melakukan pembalasan.

palam kaitan ini penulia pernah mengadakan wawan-
cara dengan salah seorang nara pidana yang terlibat pada
delik penganiayaan berat yang disebabkan oleh  faktor
dendam, bahwa setelah timbulnya perasaan dendam dalam
hatinya, nafsu untuk membalas dendam setiap :eaat meng-
goda pikirannya. Ia sadar bzhwa dengan melakukan pemba=-
lasan ia akan dihukum, tetapl ia tetap herseﬁia menja-= -
lani hukuman, asalkan hatinya merasa puas dan akhirnya
ia melsksanakan niatnya tadi yaitu melakukan penganiaya-
dn berat.

perdasarkan hasil observasi dengan pihak-pihak
Yang tersangkut dalam masalah ini, yaxni; Kepolisian,
Kejaksaan, Pengadilan Negeri serta tokoh-tokoh masyara-
kat yang semuanya berada di Eabupaten Barru, penulis
berkesimpulan bahwa sebagian dari mereka yang melakukan
Penganiayaan berat karena perasaan dendam dan mereka mu-
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dah tersingsunz serta merasa harga diriays terhina atan
terinjak, padahal itu hanya persoslan sepele saja.

F.l.2. Faktor Ingin Memiliki -

Faktor ingin memiliki dapat dikatakan sebagal sa-
lah satu faktor yang berpengaruh dalam peristiwa penga-
niayaan berat. Faktor ini sesungguhnya merupakan suatu
angzapan bahwa melakukan suatu kejahatan, seperti penga-
niayaan berat adalah merupakan suatu pekerjaan yang da=
pat mendatangkan hasil fertentu.

Kejahatan dalam hal penganlayaan berat yang menga-
kibatkan kematian adalah lebih besar kKemungkinannya ter-
jadi bllamana ada faktor ingin memiliki yang merupakan
pendorong atau penyebabnya.

Apabila seseorang melakukan penganiayaan berat
disebabkan Karena faktor ingin memiliki, maka dapat dika=
takan orang tersebut mengalami tekanan ekonoml karena ke-
sengsaraan yaag dialaminya, Dengan demikian mereka cende=
rung untuk melakukan suatu kejahatan. :

Mengenai hal tersebut Bawengan menyatakan, bahwa
latar belakang ekonomi kiranya lebih terarah pengarubnya
terhadap kejahatan yang menyangkut harta benda. (Bawe-
ngan, 1977:110).

paktor penyebab terjadinya delik penganiayaan be-
rat tersebut, Abdulsyani dalam hal ini mengemukakan pen-
dapatnya sebagai berikut:

Paktor ekonoml merupakan salah satu penyebab tim-
bulnya kejahatan. Sebagai gambaran, misalaya pada
Perkembangan perekonomian di abad modern, ketika
tumbuh persaingan-persaingan bebas, menghldupkan
daya minat konsumen dengan memasang iklan-iklan
dan sebagainya. Hal ini cenderung menimbulkan ke-
inginan-keinginan untuk memiliki barang atau uang
sebanyak-banyaknya sehingga dengan demikian sese-
orang mempunyai kecenderungan pula untuk memper-
siapkan diri dalam berbagai cara penipuan.

(abdulsyani, 1987:47).
Mapalah persaingan dalam memperjuangkan suatu ke -
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hidugan vang lebih baik dapat dikatakan amat erat kaitan-
nya dzngan kondisi dinamis getiap masyarakat dimanapuan.
Dalam kaitan inl Bongar menyatakan sebagai berikut:
Bahwa kesengsaraan dalam masyarakat merupakan sua-
tu unsur yang bersifat sosiclogis dalam terjadinya
kejahatan, sekarang sudah diketahul oleh umum. Ti-
dak begitu jelas apakah di sampinz kejahatan kare=-
na kesengsaraan, juga dibedakan adanya kejahatan
karena nafsu ingin memiliki. (Ronger, 1982:106).
Pendapat Ronger tersebut, menjadi jelas bahwa ke~
sengsaraan dalam kehidupan mempermudah timbulnya atau
terjadinya kejahatan terhadap manusia dan merupakan fak-
tor yang berakar pada kondisi sosioclogis dimana kejahatan
itu terjadi. Qleh karena itu kehidupan dalam taraf yang
rendah, niscaya akan mempermudah terjadinyz kejahatan.
Semua 1tu disebabkan karena adanya nafsu ingin memiliki
yang merupakan sumber dari kesengsaraan yang diliputi ke-
tiadaan.

3,1.%. Paktor Pendidikan

Pendidikan bagl seseorang adalah sangat penting
karena ia berhubungan langsung dengan sikap dan pela
tingkah laku. Orang yang berpendidikan tinggi paling ti-
dak akan berpikir lebih rasio dalam melakukan suatu per-
buatan apalagi bils hal itu mengenail kejshatan, seperti
perbuatan penganiayaan berat. Hal ini tidaklah berarti
bahwa orang yang berpendidikan tinggi tidak akan melaku-
kan perbuatan tersebut, tetapi bila dibandingkan IdEHEEn
orang yang tidak berpendidikan atau berpendidikan sangat
rendah akan nampak perbedaannya.

Orang yang tidak berpendidikan atau berpendidikan
sangat rendah, dalam melakukan suatu perbuatan akan lebih
banyvak berlandaskan pada emcsi tanpa berpikir terlalu
panjang tentang akibat yang ditimbulkan dari perbuatannya
itu. QOleh karena itu pendidikan merupakan faktor yang pa-
ling dominan dalam pembentukan watak dan karakter sese-
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Antara upaya pendidikan dengan upaya pembaniukan
karaktear, kespribadian serta ketagwaan adalah  berkaitan
erat. Manusia yang mengecap pendidikan diharapkan mempu-
nyai pemikiran yang berwawasan religius yang ditampilkan
dalam kehidupannya. Hal itu juga berarti bahwa manusia
yang berpendidikan diharaphkan mempunyai kepekaan dan ko-
mitmen manusiawi, yang dapat melihat dengan tepat antara
prilaku dengan nilai anutan yang benar dan sehat.

Korelasi antara pengaruh pendidikan dalam derajat
tingegi rendahnya kuantitas maupun kualitas kejahatan
penganiayaan berat di Eabupaten Earru telah terbukti ke-
benarannya. Berdasarkan hasil chservasi penulis, ternya-
ta bahwa hampir semua delik penganiayaan berat dilakukan
oleh pelaku yang tingkat pendidikannya rendah.

5.1.4. Faktor Siri°®

giri' adalah suatu pandangan hidup yang bertujuan
untuk mempertahankan harkat dan martabat manusia sebagai
individu dan sebagai anggota masyarakat.

giri' sebagai pandangan hidup mengandung asosiasi
pemikiran bahwa bukan saja orang Sulawesi Selatan  yang
mengenal siri', tetapi juga pandangan itu dikenal di da-
erah lain di Indonesia. Misalnya di Jawa, Sumatera dan
¥alimantan.

Menurut Andi Zainal Abidin Farid, bahwa siri' itu
sebenarnya adalah Weltapaschung yang selanjutnya pada
Uraian beliau bahwa siri' itu terbagi atas dua jenis ya-
itu: giyi' ripakasiri' dan siri' masiri’ {Andi Zailnal
Abidin Farid, 1983:2).

1. siri! ripakasiri' terjadi bilamana seseorang melaku=:
kan suatu perbuatan terhadap sesama manusia di luar

batas kemanusiaan yang dilakukan di depan umum. Mi-
salnya: melarikan anggota keluarga orang lain, menem-
peleng orang lain di depan umum, menghina orang lain
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di depsan umum. Reaksi penghinaan ini, ialah timbulnya
tindaksan yang satimpal dengan perbuatan orang lain yang
menghina. Falau ia tidak mampu melakukannya maka salah
seorang anggota keluarganya akan melakukan dimana saja
dan kapan saja, sekalipun peristiwanya telah lama ber-
langsung. Karena manusia yang mati siri'nya ia dianggap
bukan manusia lagil, tetapi binatang yang menyerupai ma-
nusia.

Ungkapan tersebut di atas telah diperkuat dengan
adanya semboyan Mandar yang menganggapP bahwa manuaia
vang tidak mempunyai siriv, derajatnya lebih rendah dari
pada anjing. Atas dasar itulah maka orang yang dilanggar
giri'nya akan berusaha dengan sekuat tenaga untuk memu-
lihkan kembali harkat dan martabatinya sebagal manusia
bersusila. Pada umumnya berani dan tidak gentar mengha-
dapi musuh dan mereka itu berpeddéman pada ungkapan adat
Bugis sebagaimana yang dikemukakan oleh Andi Zainal Abi-
din Farid, yakni sebagai berikut:

Nare 'ko siri'na naranreng, agapli riattangngari,
de nalzabu' matanna essce' ri tengngana bitarae,
le 'bini mate masscla=sola mateto, tau warani ma-
teto, le'bini mate massola-solae, mate risantangi
mate diberi gula.

Artinya;:

Jika siri' sudah dilanggar, apalagi yang hendak

dipertimbangkan. Matahari itu tidak tenggelam di-

tengah langit. Iebih baik mati nekad, orang nekad

mati juga, dan orang yang tidak nekadpun mati.

Pengecut mati juga, maka lebih baik mati nekad,

mati diberi santan dan mati diberi gula.

Apabila siri' itu dikaitkan dengan socal masalah
dendam, maka pada dasarnya siri' itu bukanlah balas den-
dam, tetapi orang yang mati siri' menurut adat haruslah
melakukan sesuatu kewajiban moral yang juga harus dite-
rima oleh adat berupa:

l. Mengembalikan siri'nya dan =iri' keluarganya.
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2, Mengembalilran statusnya dari bipnatang  yang
menyerupal manusia dan menjadi manusia susila.
o, siri' masiri' ialah suatu pandangan hidup dengan ma K-
sud mempertahankan, meningkathkan untuk mencapal suatu
prastasi yangz dilakukan dengan sekuat tenaga dan sega-
la jerih payah demi siri orang itu sendiri, demi siri!?
keluarga dan demi siri® kelompok. Siri' masiri' ini
terjadi bilamana seseorang merasa harkat dan martabat-
nya hilang, karena tidak dapat berpreatasi atau tidak
dapat menyaingl orang lain yang sukses dengan baik
¥ang dilskukan secara halal dan secara tidak halal.
Tmlam hal siri' masiri' ini orang yang bersangkutan
tidak merasa dihina oleh orang lain melainkan karena
dirinya sendiri yang merasa dihina, dan siri' masiri!
inilah yang merupakan indikator yang hebat untuk maju.
Telam hubungannya dengan hal tersebut di atas, an-
tara kadua jenis siri! yang telah diuraikan maka bentuk
siri' ripakasiri'lah yang dapat menimbulkan suatu delik
atau suatu tindak pidana, khususnya.delik penganiayaan
terat. Sedangkan bentuk siri' masiri' merupakan surli tau=-
ladan dengan memperhatikan batas-batas kelayakan.
perdasarkan hasil pengamatan penulis, bahwa keba-
nyakan dari merska yang melakukan penganiayaan berat di
¥abupaten Barru adalah disebabkan oleh faktor giri', khu-
susnya jenis siri' ripakasiri' karena mereka menganggap
martabatnya telah'diinjak-injak oleh orang lain.

-

2,2, Usaha Penanggulangan

Perbuatan kejahatan seperti penganiayaan adalah
suatu perbuatan yang sangat meresahkan masyarakat dan ti-
dak dikehendakl oleh manusia yang menginginkan kedamaian
dan ketenangan. Oleh karenanya harus diadakan penanggu-
langan sedini mungkin, demi untuk mencegah dampak yang
semakin meluas. Pencegahan kejahatan adalah jauh Jlebih
baik dari pada mencoba mendidik penjahat untuk menjadi
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vaik kembali, tetapl hsl ini tidaklah berarti bahwa pela-
ku dari suatu kejshatan tidak akan pernah baik kembalil.

Ke jahatan adalah suatu prilaku manusia Yang
menyimpang, bertentangan dengan hukum dan merugikan ma-
syarakat. Untuk itulah aparat penegak hukum dan para ahli
kriminologi bersedia untuk membantu menanggulanginya.

sehubungan dengan hal tersebut di atas, Abdulsyani
mengemukakan konsepsi penanggulangan kriminalitas sebagal
berikut:

Secara umum upaya penanggulangan krimipalitas di-
lakukan dengan metode moralistik, artinya pembina-
an yang dilakukan dengan cara membentuk mental
spiritual kearah yang positif, misalnya bisa dila-
kukan oleh para pendidik, parz ahli agama, ahli
jiwa dan sebagainya. Kecuali itu, dapat juga digu-
nakan metode abolisionalistik, yaitu pembinaan
yang dilakukan dengan cara Konsepsional yang harus
direncanakan stas dasar hasil penelitian krimino-
logis, dengan menggalli sumber-sumber penyebabnya
dari faktor-faktor yang berhubungan dengan perbu-
atan kejahatan. Metode penanggulangan ini secara
konsepaional akan lebih efektif jika diserta oleh
metode operasional, yaitu pencegahan yang dilaku-
kan oleh pihak kepolieian. (Abdulsyani, 1987:27).

Dalam rangka usaha penanggulangan kejahatan penga-
niayaan berat, tentu saja perlu mempersiapkan diri dengan
matang, baik persiapan strategi, sarana maupun persiapan
mental spiritualnya.

Dalam hubungannya dengan hal tersebut di atas, he-
mat penulis bahwa untuk menanggulangl berbagal keiahatan
khusushya mengenai penganiayaan berat, dapat ditempuh
dengan melalui dua cara yaitu secara preventif dan secara
repregif.

%.2.1. Secara Preventif

Maksud tindakan preventif ialah untuk mencegah

terjadinya peristiwa kejahatan, dalam hal ini delik

penganiayaan. Kegunaan upaya preventif ini ialah tidak
jatuhnya keorban akibat kejahatan sekaligus juga dapat
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mengurangi jumlah kejahatan.

Tindakan preventif ini dapat dilakukan dengan pel-
bagzi cara dan bentuk oleh para penegak hukum, kalangan
intelektual, agamawan, tokoh-tokoh masyarakat dan para
pejabat yang berwenang. Tindakan tersebut dapat berupa
pPenyuluhan hukum, meningkatkan patroli pelisi disetiap
¥alsek di Eabupaten Barru, dan secara umum berupaya " me -
Ningkatkan taraf'kehidupan masyarakat serta membina par-
tisipasi masyarakat secara langsung dalam pemeliharaan
kamtibmas secara menyeluruh.

Diantara yang paling relevan untuk dilakukan dalam
upaya tindakan preventif ini ialah penyuluhan hukum seca-
ra lebih efektif mengingat rata-rata lapisan masyarakat
Barru cukup menghargai pentingnya suatu kehidupan yang
aman dan tertib.

Magalah penanggulangan kejahatan, Romli Atmasasmi=
ta mengemukakan sebagai berikut:

Suatu azas umum dalam penanggulangan kejahatan/
crime prevention yang banyak dipergunakan  dewasa
Nl d1 negara-negara yang telah maju adalah meru-
Pakan gabungan dua sistem yakni:

- pertama: cara moralistik} dilaksanakan dengan
penyebar-luasan ajaran-ajaran agama, dan moral,
Perundang=-undangan yang baik dan sarana-sarana
lain yang dapat mengekang nafsu untuk berbuat
Jahat,

- Kedua: cara aboliniostik; berusaha memberantas,
Denanggulangi kejahatan dengan memberantas sebab
myszbabnya. (Atmasasmita, 1984157).

Beberapa hal yang penting untuk ditekankan dalam
tindakan penyuluhah hukum ini ialazh memberikan pengetahu-
2n kepada masyarakat tentang hal-hal yang boleh dan tidak
boleh dilakukan. Hal-hal yang dianggap sebagai suatu ke-
rugian bagl masyarakat sendiri bilamana penganiayaan ter-
jadi, khususnya penganiayaan berat. Oleh karena itu  se-
tiap instansi peneg®k hukum di Kabupaten Barru dapat mem-
Pertimbangkan suatu program tugas yang permanen untuk
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terjun menyuluh di masyarakat sesual dengan tingkat ke-
Tawanannya terhadap kKejahatan dari masyarakat di wilayah-
nya, deangan demikian maka hasil penyuluhanpun dapat di-
pantau oleh instansi yang bersanghkutan.

%.2.2. Tindakan Represif

Tindakan represif ini dimaksudkan untuk  mencegah
atau mengupayakan agar seseorang tldak mengulangi iagi
kejahatan yang dilakukan. Dengan demikian maka sifat dari
tindakan represif ini ialah berupa penekanan p=sikhis ter-
hadap pelaku bahwa kejahatan yang dilakukan bilamana di-
ulangi lagi akan menyebabkan kerugian yang lebih  besar
terhadap dirinya sendiri, dibanding kerugian masyarakat
pada umumnya. h

Hakekat dari tindakan represif ini ialah menakut-
nakuti para pelaku atau bekas pelaku ke jahatan agar tidak
memiliki pikiran untuk melakukan lsgi kejahatan yang te-
lah dilakukannya.

Ada beberapa cara yang sering ditempuh dalam <in-

dakan represif ini, yakni: .

2. Menjatuhkan hukuman semaksimal mungkin terhadap
pelaku kejahatan.

b, Memberikan upaya penyuluhan hukum, agama, moral
dan etika kepada para tahanan dan para narapi-
dana terhukum.

c. Memberikan pembinaan dan latihan kepada narapi-
dana selama dalam Iembaga Pemasyarakatan dengan
pelbagai bekal keterampilan yang memberi ke -
Dungkinan terhadap narapidana itu dalam menem-
buh kehidupannya secara lebih mandiri seusal
mengalami hukuman.

d. Dalam hal tertentu, para pelaku penganiayaan.
berat yang mengakibatkan cacad terhadap korban
hingga mengakibatkan kematian, diberikan upaya
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penerangan kepada masyarakat untuk tidak mengu-
cilkan seorang bekas narapidana darl  pelaku
penganiayaan berat tersebut. Hal ini dianggap
relevan mengingat bahwa upaya represif sepertli
ini terbukti banyak memberikan pengaruh  yang
besar untuk memperkecil kemungkinan terulangnya
kejahatan yang dilakukan bekas narapidanafaeca-
ra berulang kall.
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BAB 4

TATA DELIE FPENGANIAYAAN DI EABUPATEN BARRU
TARI TAHUN 1985 SAMPAI DENGAN TAHUN 1983

Talam bab ini penulis akan mengemukakan mengenal
data delik Benganiayaan, baik penganiayaan ringan maupun
penganiayaan berat yang terjadi di Kabupaten Barru darl
tahun 1985 sampai dengan tahun 1589,

Tata yang akan ditinjau adalah data kuantitatif
yang diperoleh dari tiga sumber, yakni;

1. Tata daril Kepoliaslan

2. Tata dari Kejaksaan

%. Data dari Pengadilan Negeri

4.1. Teta dari Kepolisian

Berdasarkan data yang penulis percleh dari Polres
Barru dapat dikemukakan bahwa jumlah delik penganiayaan
yang terjadi dalam wilayah hukum Polres Barru untuk pri-
ode tahun 1985 sampai dengan tahun 1989 adalah sebanyak
186 buah kasus, yang terdiri dari 38 kasus untuk pengani-
ayaan berat dan 148 kasus penganiayaan ringan.

Jumlah kasus yang dilaporkan tersebut, yang berha-
8i1 diselesaikan selama pricde yang sama adalah sebanyak
155 buah kasus, dengan perincian untuk kasus penganiayaan
ringan sebanyak 125 kasus sedangkan untuk kasus pengania-
yaan berat sebanyak 30 buah kasus.

lebih jelassnya penulis mengemukakan tabel mengenail
jumlah kasus penganiayaan yang dilaporkan dan diselesai-
kan Polres Barru priode tahun 1985 pampal dengan tahun

1989.
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Tabel 1
Jumlah kasus penganiayaan yang dilaporkan
ke Polres EBarru

| - Delik ‘penganiayaan yang dilaporkan !

Tahun : Jumlah

i Berat | Ringan ! e |
1985 | T ! 32 ! 39 !
1986 ! 9 ! 31 ! 40 !
1987 | 9 ! 25 ! 34 !
lggg | & ! =0 ! z6 !
198g | T ! 30 ! 37 !
Jumlah! %8 ! 148 ! 186 !

Sumber data Polres Barru

Jumlah kasus penganiayaan yang dilaporkan tidak
semuanya dapat diselesaikan, adapun jumlah kasus penga=
niayaan yang dapat diselesaikan dalam wilayah kerja Pol-
ves Barru dapat diperhatikan pada tabel berikut.

Tabel 2
Jumlah kasus penganlayaan yang diselesaikan
oleh Polres EBarru

! Delik penganiaysan yang diselesalkan

Tahun | Berat ! Ringan y Jumlah
1885 | 6 [ 26 I 32 )
1986 | 7 ! 27 1 %4
lgB7 7 ! 21 ! 28 |
1088 | 5 ! 26 TS
lggg 1 5 | 25 ! 30 !
Jumlah! 30 ! 125 ! 155 |

Sumher'data Folres Barru
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Dari jumlah kasus yang dilaporkan sebanyak 186 ka=-
sus, ternyata yang dapat diselesaikan adalah sebanyak 155
kagus. Jadi terdapat selisih sebanyak 31 buah kasus.

Untuk kasus penganiayaan berat dari yang dilapor-
kan sebanyak 38 kasus sedangkan yang diselesaikan ge -
banyak 30 kasus. EKasus penganiayaan ringan dari yang di-
laporkan sebanyak 148 kasus, sedangkan yang diselesafkan
Bebanyak 125 buah kasus. Sisanya 8 kasus penganiayaan be-
rat dan 2% kasus penganiaysan ringan yang tidak disele-
saikan adalah disebabkan karena;

1. Tersangka meninggal dunia

2. Tersangka melarikan diri dan tidak didapat

3. Kasus kabur atau tidak jelas pembuktiannya

4. Tindak pidananya sangat ringan

Tabel 3
Jumlah kasus penganiayaan yang dilimpeshkan
ke Eejaksaan Negeri Farru

| Delik penganiayaan yang dilimpahkan |

.-

Tahun e TeTat T Fingan i Jumlah |
1985 | 3 ! 22 ! 25 1
1986 | ! 22 ! 26 |
1987 ! f ! 15 ! 21 !
1988 | % ! 22 ! 25 !
1989 1 4 ! 21 ! 25 |
Tumlah! 20 ! 102 1 122 !

Sumber data Polres Barru

; Melihat data tersebut di atas, maka jelas terlihat
adanya perbedaan antara kasus yang yang ditangani oleh
Kepolisian dengan kasus yang ditangani oleh Kejaksaan.
A Kasus yang dilimpahkan ke Kejaksaan hanyalah se=
banyak 122 yang terdiri atas, delik penganiayaan berat
Bebanyak 20 kasus dan delik penganiayaan ringan sebanyak
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102 kasus. Sisanya yang sebanyak 33 itu tidak dilimpahkan

ke Kejaksaan itu disebabkan oleh beberapa hal:

1. Kasusnya kabur atau kurang jelas pembuktiannya
sehingga sulit dibuktikan untuk diproses di

.+ Kejaksaan sebagai delik penganiayaan.
2, Berita acara pemeriksaan belum lengkap
perkara itu ditangguhkan.

gehingga

¥l
1

3. Piselesaikan secara kekeluargaan karena peTka-

ranya sangat ringan.
Dalam wilayah kerja Polres Barru terdapat

lima

buah Polsek, yakni Polsek Tanete Rilau, Polsek Tanete Ri-
aja, Polsek Barru, Polsek Soppeng Riaja, Polsek Malluse=-
tasi. Jika Polsek tersebut diurut menurut tingkat kera=

wanannya, makas akan menunjukkan sebagai berikut:
Tavel 4
mingkat kerawanan kasus penganiayaan
menurut Polsek di Eab. Barru

! ¥ Nama Polsek } w4
HG.Tahuﬂ:l-— Jml
G IT.Rilau!BarrulMal.Tas ! T.riajals.Riaja | !
111985 ! 12 ! 8 ! T 1 5 1 7 1 391
2 11986 ! g | 10 1! 9 ! 8 ! 4 ! 40 1}
3 11987 ! 10 &+ 8 | 5 ! 8 ! 5 1 54 ]
4 11988 | 8 ! 9 t 11 ! 2 ! & ! %6 !
5 11989:! 10 1 9 | 8 ! T ! 5 E 373
Jumlah ! 49 1 44 ! 40 v 30 | 23 I 186 1

Sﬁmber data Polres Barru

Dengan memperhatikan tabel tersebut di atas, maka
tidak terdapat pemisahan antara delik penganiayaan berat

dengan delik penganiayaan ringan.

Polsek yang menduduki tingkat I dari kelima Pol-

Sek tersebut adalah Polsek Tanete Rilau dengan

jumlah
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delik penganiayaan secara keseluruhan sebanyak 49 kasus,
Selama priode tahun 1985 sampai dengan tahun 1989. Pada
tahun 1985 merupaka tahun dimana jumlah delik penganiaya-
8n terbanyak ditangani oleh Polsek Tanete Rilau, yakni
tercatat 12 kasus dan peda tahun 1988 delik penganiayaan
Paling sedikit ditangani selama priode tahun 1985 Bagpai
dengan tahun 1989, yakni tercatat & buah kasus.

Tingkat kedua adalah Polsek Barru dengan jumlah
delik penganiayaan 44 buah kasus. Pada tahun 1986 merupa-
Kan t=zhun dimana delik penganiayaan tErbnﬁyah ditzngani
Oleh Polsek Barru, yakni tercatat sebanyak 10 buah kasus.
Tahun 1988 dan tahun 1989 tercatat jumlah yang sama yaitu
9 kasus, oleh karena itu grafiknya konstan.

Tingkat ketiga adalah Polsek Mallusetasi dengan
jumlah delik penganiayaan secara keseluruhan lalah 40 ka-
Bus. Pada tahun 1987 merupakan tahun dimana jumlah delik
Penganiayaan terkecil, yakni tercatat 5 buah kasus.  Se-
dangkan tahun 1988 mengalami peningkatan kuantitas menja-
di 11 buah kasus, oleh karena itu grafiknya kembali me-
ningkat.

Polsek yang menduduki tingkat keempat adalah Pol-
Sek Tanete Riaja dengan jumlah delik penganiayaan adalah
30 buah kasus. Tahun 1986 dan tahun 1987 tercatat Jumlah
Yang sama yaitu & kasus, tahun 1988 mengalami penurunan
Secara drastis dimana hanya tercatat sebanyak 2 kasus

Eelima Polsek yang terdapat di Kabupaten  Barru,
Yang menduduki tingkat terakhir adalah Polsek Soppeng Ri-
2ja dengan jumlah delik penganiayaan secara keseluruhan
2% kasus. Tahun 1985 merupakan tabun dimana jumlah delik

Penganiayaan terbanyak ditangani, yakni sebanyak 7 kasus,
tahun 1987 mengalami penurunan kuantitas menjadi 3 kasus

dan tahun 1988 meningkat kembali menjadi €& kasus. Selan-
jutnya tahun 1989 menuruh  menjadi 3 kasus, jadi dalam
hal ini menggambarkan grafik naik turun.
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4.2. Data Kejaksaan Negeri

* getelah penulis kemukakan data yang berasal dari
¥epolisian di atas maka berikut ini akan dikemukakan pula
data yang berasal dari Kejaksaan Negeril.

Tabel 5
Jumlah kasus penganiayaan yang ditangani
oleh Fejaksaan Negeri Barru

"y

Delik penganiayaan yang ditangani

pahin ! Jumlan

! Berat ! Ringan ! !
1985 ! 3 ! 22 ! 25 !
1986 ! 4 ! 22 ! 26 !
1987 ! 6 ! 15 ! 21 !
1988 ! 3 ! 22 ! 25 !
1989 ! 4 ! 21 ! 25 !
Jumlah ! 20 ! 102 1 122 !

Sumber data Kejaksaan Negeri Barru

Pada tahun 1987 merupakan tahun dimana jumlah ka-
sus penganiayaan berat terbanyak ditangani oleh Fejaksaan
yakni tercatat sebanyak & kasus, sedanghkan untuk kasus
pPenganiayaan ringan, jumlah kasus yang ditangani Kejaksa=-
an adalah merupakan jumlah yang terkecil dari priode ta-
hun 1985 sampai dengan tahun 1989.

Dari kasus yvang ditangani Eejaksaan tersebut, ti-
daklah semuanya dapat dilimpahkan ke Pengadilan Negeri .
Untuk disidangkan. Hal ini dapat kita lihat pada tabel
di bawah ini.
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Tabel 6
Jumlah kasus penganiayaan yang ditangguhkan
' oleh Kejaksaan Negeri Barru

——

! Delik penganiayaan yang ditangguhkan ! - 1
Tahun ! Ferat ! Ringan ! Jumli? !
lggs 1! 1 ! 1 ! 2 )
15986 ! 1 ! 2 ! 3 !
1987 1 1 ! 4 ! 5 !
1988 ! P ! 1 ! 3 !
1989 ! g} t 1 ! 2 !
Jumlah ! 6 ! 9 ! 15 !

Sumber data Eejaksaan Negerli Barru

Tabel T
Jumlah kasus penganiayaan yang dilimpahkan
ke Pengadilan Negeri Barru

! Pelik penganiayaan yang dilimpahkan ! ~ !
Tahun : Saes Jumlah
: H Berat ! Ringan ! !
lggs | 2 ! 21 ! 23 !
1986 ! 3 ! 20 ! 23 !
1987 ! 5 4 11 ! 16 !
1988 ! 1 ! 21 ! 22 !
1989 ! 3 ! 20 ! 23 !
Jumlah | 14 ! 93 ! 107 !

Eumher_data Fejaksaan Negeri Barru

Data tersebut di atas terlihat bahwa diantara ka-
8us atau delik penganiayaan berat yang ditangani Kejaksa=
an sebanyak 20 kasus, yang dilimpahkan ke Pengadilan
hanya sebanyak 14 buah kasus dan yang ditangguhkan 6 buah

kaﬂ“ﬂ .

Kasus penganiayaan ringan yang ditangani Kejaksaan
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sebanyak 102 buzh kasus dan yang dilimpahkan ke Pengadil-
8n hanya sebanyak 93 kasus, yang ditangguhkan sebanyak
9 kasus. Jadi jumlah kasas penganiayaan yang ditangguhkan
Kejaksaan, secara keseluruhan tercatat sebanyak 15 kasus.
Kasus penganiayaan berat dan kasus penganiayaan
ringan yang tidak dilimpahkan ke Pengadilan adalah dise~-
babkan karena: £
1. Kasusnya kabur atau tidak jelas pembuktiannya.

2. pelakunya melarikan diri stau pelakunya mening-
gal dunia.

4.3, pata Pengadilan Negeri

* Untuk mengetahui gambaran mengenal penganiayaan
yang ditangani dan yang dapat diselesaikan oleh Pengadil-
an Negeri Barru dapat dilihat dalam tabel berikut ini.

Tabel 8
Jumlah kasus penganiayaan yang ditanganil
oleh Pengadilan Negeri Barru

Telik penganiajaiﬁ yang ditangani

—
-

Tahun -, Berat ! Ringan | Junmlah.
1985 ! 2 ! 21 ¢ 23 !
1986 ! 3 ! 20 1 23 |
1987 ! 5 ! 11 r 16 !
1988 ! 1 ! 21 1 22
1989 ! 3 ! 20 ! 23 !
Jumlah ! 14 ! 53 ! 107 !

sumber data Pengadilan Negeri Barru

Pabel di atas menunjukkan bahwa pada tahun 1987
merupakan tahun dimana jumlah kasus penganiayaan berat
terbanyak ditangani cleh Pengadilan Negeri, yakni ter-
catat sebanyak 5 kasus dan tahun 1988 jumlah kasus
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tercata sebanyak 1 kasus. Jadi tahun 1988 merupakan tahun
dimana jumlah kasus penganiayaan berat terkecil ditangani
Oleh Pengadilan Negeri.

Untuk penganiayaan ringan, tahun 1987 merupakan
tahun dimana jumlah penganiayaan yang ditangani Pengadil=
@n Regeri tercatat sebanyak 11 kasus, sedangkan tahun
1988 mengalami peningkatan kuantitas, yakni tercatatrse-
banyak 21 kasus. Jadi dalam hal ini grafiknya meningkat.

Tabel™~ 9
Jumlah kasus penganiayaan yang diselesaikan
cleh Pengadilan Wegeri Rarru

' ! Delik penganiayaan yang diselesaaikan ! [
Tahun [ -

Berat : Ringan y Jumlah
1985 ! 2 ! 21 ! 23 !
1986 ! 3 ! 20 o231
1987 ! 5 ! 11 ! 16 !
1988 ! 1 ! 21 ! 22 !
1989 ! 3 ! 20 ! 23 E
Jumlah ! 14 ! 93 ! 107 !

Sumber data Pengadilan Negeri Barru

Melihat kedua tabel tersebut di atas, menunjukkan
Pahwa kasus yang ditangani oleh Pengadilan Negeri Barru
Selama priode tahun 1985 sampai dengan tehun 1989 yang
Sgebanyak 107 kasus dan dapat diselesaikan semuanya.

Penyelesaian kasus yang dilaskukan Pengadilan Wege-
Tl Barru adalah merupakan tindaken yang positif dalam me=-
Negakkan keadilan dan kebenaran dalam menuju masyarakat
8dil, makmur dan sentosa. Usaha yang dilakukan Pengadil-
2n Negerl Barru dalam menyelezaikan perkara yang diajukan
kEpadanya adalah merupakan pencerminan pelaksanaan Un-
dang-undang NO.l4 tahun 1970 yang dalam Pasal 4 ayat (2)
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disebutkan bahwa:

Pengadilan Negeri mempunyai tugas dan wWewenang
menyelesaikan perkara pidana yang diajukan Jjaksa
selaku penuntut umum untuk diperiksa dan diadili
secara cepat, sederhana dan biaya ringan.
4.4. Analisis Data
Setelah melihat kasus penganiayaan ysng diselesai-
kan oleh Polres Barru, Kejzksaan Negeri Barru dan Fenga-=
dilan Wegeri Barru, maka penulis akan menganalisa  ting-
kzt penyelesaian dari ketiga instansi tersebut. Hal ini
dapat dilihat berdasarkan tabel berikut ini.

Tabel 10
Jumlah kasus penganiayaan yang diselesaikan
oleh Polree Barru

| pelik penganiayaan yang diselesaikan | !

Tahun . Jumlah

: ! perat ! Ringan ! !
1985 ! & ! 26 ! 32 !
1986 ! T ! 27 ! 34 !
1987 ! 7 ! 21 ! 28 1
13988 ! 5 ! 26 ! 31 !
1989 - ) 5 ! 25 ! 30 !
Jumlah '} 20 ! 125 l 155 !

Sumbe r ﬂata FPolr=a Barru




Tabel 11

Jumlah kasus penganiayaan yang ditangani

0leh Fejaksaan Negerl Barru
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!

Delik penganiayaan yang ditangani

!

Tahun . Jumlah

| Berat ! Ringan ! i !
1985 ! 3 ! 22 ! 25 !
1986 ! i ! 22 ! 26 !
1987 ! 6 ! 15 ! 21 !
1588 | fr ! 22 ! 25 !
lagg ! 4 ! 21 ! 25 !
Jumlah ! 20 ! 102 ! 122 !

Sumber data Kejaksaan Negerl Barru

Tabel 12

Jumlah kasus penganiayaan yang diselesaikan

oleh Pengadilan Negerli Barru

Tahun

Delik penganiayaan yang diselesaikan !

- Jumlah

! Berat ! Ringan ! !
1985 : 2 ! 21 { 2% L
1986 ! 3 ! 20 ! 23 !
1987 ! 5 ! 11 ! 16 !
1388 ! 1 ! 21 ! 22 !
1989 ! ? ! 20 ! 23 !
Jumlah | 14 | 95 v107 !
Sumber ﬂata Pengadilan Negeri Barru

tangani Kejaksazn Negerd Barru pada tahun 1985

Berdasarkan dari ketigse tabel tersebut d4i atas,
dapat dianalisa bahwa delik penganiayaan berat yang di-

adalah
50 % dari jumlah delik penganiayaan yang diselesaikan
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oleh Polres Barru, adapun ysng dapat diselesaikan oleh
Pengadilan Negeri tercatat sebanyak 33,33%, sedangkan
Untuk delik penganiayaan ringan yang ditangani Kejaksaan
Negeri adalah 84,62% dan yang diselesaikan oleh Pengadil-
an Negeri tercatat sebanyak 80,85% dari jumlah delik
Penganiayaan yang diselesaikan oleh Polres Barru.

Pada tahun 1986 delik penganiayaan berat yang' di-
tangani oleh Kejaksaan Negeri tercatat sebanyak 57,14%,
Yang diselesaikan oleh Pengadilan Negeri tercatat ga-
banyak 42,87% darl jumlah delik penganiayaan yang disele=
Saikan oleh Polres Barru. Untuk delik penganlayaan ringan
yang ditangani oleh Kejaksaan Negerl adalah B8l,45% dan
yang diselesaikan oleh Pengadilan Negeri, yakni tercatat
74% dari jumlah delik pengzniayaan ringan yang diselesal-
Kan oleh Polres Barru.

Jumlsh delik penganiayaan berat yang ditangani
Oleh EKejaksaan Negeri adalah 85,71% dan yang diselesaikan
0leh Pengadilan Negeri, yakni sebanyak 71,45% dari jumlah
delik penganiaysan berat yang diselesaikan oleh  FPolres
Rapru. Untuk delik penganiayaan ringan, yang ditangani
oleh Eejaksaan Negeri sebanyak 71,40% dan yang diselesai-
kan oleh Pengadilan Negeri, yakni 52,36% dari  jumlah
delik penganiaysan ringan yeng diselesaikan oleh  Polres
Barru selama tahun 1987.

Delik penganiayaan berat yang ditangani cleh Fe-
jeksaan Wegeri tercatat sebanyak 60% dan yang diselesal-
kan oleh Pengadilan Negeri adalah 20% darl Jumlah delik
Pengzniayaan berat yang diselesaikan oleh Polres Barru.
Sedangkan delik penganiayaan ringan yang ditangani Kejak-
saan Negeri, yakni 84,61% dan yang diselesaikan oleh
pengadilan Negeri tercatat sebanyak BO% dari jumlah delik
penganiayaan ringan yang diseles=ikan oleh Polres Barru
selama tahun 1988.

gelanjutnya, jumlah delik penganiayaan berat yang
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ditangani oleh Kejakszan Negerl adalzh sebanyak B80¥, yang
diselesaikan oleh Pengadilan Negeri tercatat sebanyak 60%
dari jumlah delik penganiayaan berat yang diselesaikan
Oleh Polres Berru. Untuk delik penganiayaan ringan yang
ditangani oleh Kejaksaan Negeri adalah B4% dan yang dise-
lesaikan oleh Pengadilan Negeri, yakni 80% dari jumlah
delik penganiayesan ringan yang diselesaikan oleh  Polres
Barru selama tahun 1989,

Berdasarkan gambaran di atas, penulis akan menge-
mukBkan perbed=zan dari ketiga instznsi tersebut secara
Erafikal, yaknl sebagai berikut:

GRAFIE.I. Tingkat penganiayaan yang diselesaikan oleh
Polres Barru

e ] - ——
JEIS— — =

Dengan memperhatikan grafik di atas, dapatlah di-
tarik suatu simpulan bahwa delik penganiayaan yang paling
banyak terjadi, yakni pada tahun 1986 dimana tercatat
sebanyak 34 kasus dan tahun 1987 merupakan tingkat Jyang
paling rendah, dimana hanya tercatat sebanyak 28 kasus.
Oleh karena itu grafik di atas menggambarkan nalk turun.
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GRAFIEK II. Tingkat penganiayaan yang ditangani cleh EKe-
Jaksaan Negerl Barru,

E = -'i 5. _'_Jgﬁ_ﬁ_'__lﬂif___lﬂlﬁ_ _ﬂlﬂ_f i
ogiies M et o] e e i

Perdasarkan grafik tersebut, tingkat penganiyaan
Yang terbesar, yakni yang terjadi pada tahun 1986 dimana
tercatat sebanyak 26 kasus secara keseluruhan. Tahun
1987 mengalami penurunan kuantitas menjadi 21 kasus dan
tahun 1988 sampai dengan tahun” 1989 meningkat kembalil
menjadi 25 kasus, jadi grafik tahun 1988 dengan  tahun
1989 adalah sejajar.

GRAFIK IIT. Tingkat penganiayaan yang diselesaikan oleh
Pengadilan Negeri Barru.

R =

e et e
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Grafik tersebut menggambarkan bahwa tingkat penga-
niayaan yang terjadi pada tahun 1985 adalah sama dengan
tingkat penganiayzan tahun 1986, jadi grafiknya sejajar.
Pada tahun 1987 mengalami penurunan kuantitas dan tahun
1988 meningkat kembali. Selanjutnya tahun 1989 tingkat
penganiayaan yang terjadi sama dengan tahun 1985 dan. 1986
dergen demihian grafiknyapun akan sama atau sejajar-ﬁt
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BAB 5

EOMENTAR FENULIS TERHADAP EEFUTUSAN
FENGADILAN NEGERI BARRU

Dalam Bab ini ﬁenulis akan mengomentarl Eeputusan
Pengadilan Negeri Barru NO.59/Biasa /1987 /PNER dan NOo.02/
Biasa /1988 /PNER. ¢

5.l. Keputusan pidana daftar NO.59/Biasa /1987 /PNBR
5.1.1. Duduk Perkara
Terdakwa I.

Rusdi Bin Meda, lahir di Eampung Cilellang Palan-
ro, Kabupaten Barru, umur Z1 tahun, jenis kelamin laki-
laki, kebangsaan Indonesia, agama islam, pekerjaan tani,
bertempat tinggal di EKampung Barantang Desa gilellang,
Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Earru.

Terdakwa II.

7zainuddin Bin La Haseng, lahir di Desa Wepo, Pa-
lanro, Kabupaten Barru, umur 25 tahun, jenis kelamin la=-
ki-laki, kebangsaan Indonesia, agama islam, pekerjaan
petani, bertempat tinggal di Kampung Pekkae Palanrc, Ke-
lurahan Mallawa, Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru.

Pada malam Selasa tanggal 17 Agustus 1987, Zai-
nuddin Bin 1a Haseng ke rumah Ia Meda di Eampung Baran-
tang untuk memenuhi undangan mappacci. Setelah acara
Mappacci Zainuddin pulang bersama keluarganya, zetelah
itu diadakanlah pertandingan domino. Tidak lama kemudian
terjadi keributan dimana telah dilakuxan penikaman oleh
Rusdi Bin Meda terhadap Hasanuddin. Latar belakang peni=-
kaman itu, yakni pada saat diadakan pertandingan domino
(selesai apara mappacci), Hasanuddin hendak masuk ke ka-
Mar perempuan, Rusdi melarangnya akan tetapi Hasanuddin
marah. Akhirnya Rusdi Bin Meda memberi pengajaran kepada
Hasanuddin. Eemarahan Hasanuddin makin memuncak sehingga
Rusdi ditempeleng dan Hasanuddin pun hendak menikam
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Rusdi Bin Meda, tetapi Rusdi berusaha merampas badik Ha=-
Sanuddin akhirnya Rusdi Bin Meda berhasil dan langsung
Menikam Hasanuddin, naas bagi Hasanuddin telah tiba ia
meninggal dunia seketika itu juga. Sebelum terjadi peris-
tiwa tersebut, antara Rusdi Bin Meda dengan Hasanuddin
Bin Ia Cuke tidak pernah berselisih paham.

»

5.1.2. Dakwaan Penuntut Umum
Talam kasus ini terdakwa oleh penuntut umum didak-

wa mebagal berikut:

DAEWAAN EE I.

FPRIMAIR :

- Bahwa para terdakwa I. II masing-masing lelaki
Rusdi Bin Meda dan lelaki Zainuddin Bin La Haseng, pada
hari Selasa, tanggzal 18 Agustus 1900 delapan puluh tujuh,
setidak-tidaknya pada salah satu hari dalam tahun 1987,
bertempat di atas rumah terdakwa I di Kampung Barantang
Desa Cilellang, Kecamatan Mallusetasi, atau pada galah
satu tempat lain yang termasuk dalem daerah hukum Penga-
dilan Negeri Barru, telah melakukan gerangkaian perbuate~
an.

1. Dengan sengaja yaltu ;

1.1. Terdakwa I mengetahui atau menginsyafi bahwa yang
ia tikam ialah korban Hasanuddin Bin La Cuke.-

1.2. Terdakwa I menikam korban Hasanuddin Bin La Cuke
atas anjuran terdakwa II yang merasa telah dibuat
malu oleh korban di depan orang banyak dengan ca-
ra korban hendak menempeleng dan melemparkan kur-
8i kepada terdakwa II, terdakwa I adalah adik
ipar terdakwa II.-

1.3, Terdakwa I dan terdakwa I1I menge tahui atau meng-
insyafi bahwa tikaman terhadap korban Hasanuddin
dapat mengakibatkan kematian yang menurut penda-
pat terdakwa akibat tersebut sebagal pembalasan
atas perbuatan korban yang telah membuat malu
terdakwa II.

2. Menghilangkan jiwa orang lain yaitu ;

5.1, Terdakwa I menikam beberapa kali etau setidak-ti-
daknya lebih dari satu kali terhadap korban
déngan menggunakan sebilah badik atau benda 1lain
Yang runcing dan tajam mengenail beberapa kali se-
tidak-tidaknya lebih dari satu kall pada leher
bagian belakang, dada kanan, dzda bagian tengah,
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gada perut dan pada bagian-bagian lainnya darl
ubuh korban.-

2,2. Akibat tikaman terdakwa I tersebut korban Hasa-

nuddin Bin ILa Cuke pada leher bagian belakang
tengah menderita luka 3x2 cm dengan pinggir luka
rata, dada kanan tengah ukuran 2x1 cm dengan ping=
gir luka rata, dada kanan tengah kira-kira 1 cm
dari luka dada bagian atas ukuran 5x2 cm dengan
pinggir luka rata, dada kanan belakang ukuran lxi
cm dengan pinggir luka rata, pinggul belakang
tengah ukuran 5x2 cm dengan pinggir luka rata dari
tubuh korban, berlumuran darah hingga korban me=
ninggal dunia pada saat itu ditempat kejadian se-
suyal Visum Et Repertum No.210/P.Kes/M.T /1987,
tanggal 19 Agustus 1987. Para terdakwa didakwa dan

diancam berdasarkan Pasal 338 Jo Pasal 55 KUH Pi-
dana .=

SUBSIDAIR :

Bahwa para terdakwa I, II masing-masing lelaki Rus-

di Bin Meda dan lelaki Zainuddin Bin La Haseng, pada wakiu
dan tempat sebagaimana yang telah disebut dan diuraikan
pada dakwaan primair di atas telah melakukan serangkaian
perbuatan.-

l. Dengan sengaja yaitu ;

Lol
1-21-

1.3,

Terdakwa I mengetahui atau menginsyafi bahwa yang
ditikam itu adalah korban Hasanuddin Bin ILa Cuke.-

.Perdakwa I menikam korban Hasanuddin Bin La Cuke,

atas anjuran terdakwa II yang merasa telah dibuat
malu oleh korban didepan orang banyak dengan cara
korban hendak menempeleng dan melempar kursi kepa-
da terdakwa II.-

Terdakwa I dan terdakwa II mengetahui atau meng-

insyafi bahwa tikaman terhadap korban Hasanuddin

dapat mengakibatkan kemstian, yang menurut pehda-

pat terdakwa II akibat tersebut sebagai pembzlasan

atas perbuatan korban yang telah membuat malu ter-
dakwa IT.

2, Melukai berat yang menjadikan kematian oranghya vaitu 3

2.1.

2.2,

%erﬂakwa T menikam beberapa kali setidak-tidaknya
ebih dari satu kali terhadap korban dengan meng-
unakan sebilah badik atau benda laln yang runcing
an tajam mengenai beberapa kali setidak-tidaknya
lebih dari satu kali pada bagian-bagian tubuh dari
korban sebagaimana yang telah disebut dan diurai-
kan pada dakwaan primair di atas.-
Akibat perbuatan terdakwa I tersebut terhadap kor-
ban sehingga korban menderita luka-luka berat dan
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menimbulkan akibat-akibat sebagaimana yang telah
disebut dan diuraikan pads dakwaan primair di atas
sesuai dengan Visum Et Repertum No.210/P.Ees/Mt/
1987, tenggal 19 Agustus 1987, para terdakwa di .-
dekwa dan disncam berdssarkan Pasal 354 (2) jo Pa-
sal 55 KUH Pidana.-

LEEIH -SUBSIDAIR 3

. pahwa para terdakwa I, II masing-masing lelaki Rus-
di Bin Meda dan lelaki gainuddin Bin Ia Haseng, pada waktu
dan tempat sebagaimana yang telah disebut dan diuraikan
pada dakwaan primair dan subsidair di atas telah melakukan
serangkaian perbuatan.-

1. Dengan sengaja yaitu j

1.1. Terdakwa I mengetahul atau menginsyafi bahwa yang
ﬁitikamnya ity adalah korban Hesanuddin Bin La Cu-
g =

1.2. Terdakwa I menikam korban Hasanuddin atas anjuran
terdakwa II yang dirasa dibuat malu oleh korban
didepan orang banyak dengan cara korban hendak me-
nempeleng dan melempar kursi kepada terdakia JI.-

1.%., Terdakwa I dan terdakwa II mengetahui atau mengin-
ayafi bahwa tikaman terhadap korban dapat mengaki-
batkan luka berat yang menurut pendapat terdakwa
IT akibat tersebut sebagai pembalasan atas perbu=-
atan korban yang telah membuat malu terdakwa II.-.

2, Melukai berat orang lain yaitu j

5.1, Terdakwa I menikam beberapa kall setidak-tidaknya
lebih dari satu kali terhadap korban dengan meng-
gunakan sebilah badik atau benda lain yang runcing
dan tajam mengenai beberapa kall setidak-tidzknya
lebih dari satu kali pada bagian=-bagian tubuh dari
korban sebagszimana yang telah disebut dan diurai-
kan pada dakwaan primair di atas.-

2,2, Akibat perbuatan terdakwa I tersebut terhadap kor-
ban hingga korban menderita luka berat dan menim-
bulkan akibat-zkibat sebagsimana yang telah dise-
but dan diuraikan pada dakwaan primair di atas se-
suai dengan Visum Et Re pertum ¥o.210/P.Kes /Mt /1987
tanggal 19 Agustus 1987.-

Para terdakwa didakwWa dan diancam berdasarkan Pasal 35%

(1) jo Pasal 55 KUH Pidana.

DAEWAAN KE IT :

us Terhadap perdakwa 1. _
s gahwa terdakwa I lelaki Rusdl Bin Meda, pada waktu

dan tempat sebegaimana yang telah disebut dan diuraikan
ada dakwaan ke I di atas telah mdlakukan serangkaian per-

uatan @



1. Tanpa hak yaitu ;

2.

5T

Terdakwa I tenpa izin dari yang berwajib/Polres Barru.-
Membawa, mempunyai, menyimpan, mempergunakan sesuatu
senjata penkkam atau penusuk yaitu ;

Perdakwa membawa, mempunyai, menyimpan, mempergunakan
sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk berupa se-
bilah badik yang runcing lagi tajam.
Terdakwa didakwa dan diancam berdasarkan Pasal 2(1) U.U.
No.12,/Drt /1951 Lembaran Negara No.T78/1951.

5.1.3%3. TPuntutan Penuntut Umum 3
Reguisitoir Penuntut Umum pada pokoknya menyatakan

bahwa terdakwa I dan terdakwa II telah terbukti melakukan

perbuatan pidana dan menuntut supaya Majelis Hakim Penga-

dilan Negeri Barru yang memeriksa dan mengadili perkara
ini memutuskan:

1.

5

Menyatakan terdakwa I dan terdakwa II bersalah
melakukan tindak pidana " dengan sengaja menghi=-
langkan jiwa orang lain yang dilakukan secara
bersama-sama " sebagaimana diatur dalam Pasal
338 jo Pasal 55 EUH Pidana dalam surat dakwaan
I primalr ;
Hgﬁyatakan terdakwa I bersalah melakukan tindak
pidana "tanpas hak membawa atau mempunyai atau
menyimpan serta mempergunakan sesuatu senjata
penikam atau senjata penusuk" sebagaimana diatur
dalam Pasal 2 ayat (1) U.U.Ne.l1l2/Drt/451/1978
dalam surat dakwaan II ;
Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I dengan
pidana penjera selama 7 (tujuh) tahun potong ta-
hanan, dengan perintah agar terdakwa I tetap di-
tahan ;

kan pidana terhadap terdakwa II dengan
ﬂiﬁgiguggnjaga selama 5 (lima) tahun potong ta-
hanan, dengan perintah &agar terdakwa II tetap
d3i an ;

;E;gtahén parang bukti sebilah senjata badik
Eirampas dan dirusakkan, juga selembar celana
panjang warna abu-abu, selembar baju lengan pan-
jang warna ungu, selembar celana panjang warna
coklat, selembar baju kaus leher bundar warna
putih dan selembar tikar plastik berbunga merah

udah dimakan rayap karena berlumuran darah yang
%idak permanfaat lagi juga dlmusnahkaq -

Me netapkan mereka terdakwa membayar biaya perka-
ra ini masing-masing Rp.500,~ (lima ratus rupi-
ah} i



S5.1:4. Pertimbangan Hukum Hakim

Setelah acara pemeriksaan itu selesai majelis hakim

menjatuhkan putusannya. Adapun pertimbangan hukum bagi ha-
kKim penulis kutip sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk menyatakan para terdakwa
bersalah atau tidak, terlebih dahulu Majelis Hakim
akan menelaah unsur-unsur yang terkandung dalam pa-
sal-pasal dakwaan Penuntut Umum ; :
ﬂenimbang, bahwa para terdakwa didakwa Penuntut
mum
PRIMAIR melanggar Pasal 338 jo Pasal 55 KUH Fidanaj
%qEEIBhIR melanggar Pasal 354 (2) jeo Pasal 55 KUH
idana ;

LERIH SUBSIDAIR melanggar Pasal 354 (1) jo Pasal 55
KUH Pidana ;

DAKWAAN KE DUA khusus terhadap terdakwa I melanggar
Pasal 2 (1) U.U.Ho.1l2/Drt/1951 Lembaran Negara
1951/1978 ;
Menimbang, bahwa terlebih dahulu akan mempertim=
bangkan ﬁakwaan primair melanggar Pasal 338 Jjo Fa-
sal 55 KUH Pidana yang unsur-unsurnya sebagal beri-
kut:
' Barang siapa ;
dengan sengaja ;
menghilangkan jiwa orang lain j
Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “harang sia=-:
pa" dalam Pasal 338 EUH Pidana, yang dikaitkan
dengan ketentuan-ketentuan penyertaan dalam Pasal
55 KUH Pidana adalah orang yang melakukan, yang
menyuruh melakukan atau yang turut melgkukan per-
buatan pidana tersebut j S b S
banhwa berdasarkan surd akwaan un-
%ﬁ%iﬁgﬁg%'terdakwa I Rusdl Bin Meda didakwa sebagai
orang yang melakukan perbuatan pidana, sedangkan
terdakwa II %ainuddin Bin La Haseng, didakwa seba=-
gai orsng yang menyuruh melakukan perbuatan pidana
eraehR terdakwa I di ka perszidangan te
i bahwa terdakwa i mu -
‘i‘iﬁlil’igﬁﬁui menikam korban Hasanuddin Bin La Cuke
di atas rumah ayahnya yang sedang diadakan pertan-
dingan domino dalam rangka acara malam “mappacci
perkawinan adik terdakwa I'; sebaliknya terdakwa II
menyangkal telah menﬁuruh.terdakwa I menikam korban
aganuddin Bin Ia Cuke ;
_Eﬂnz;;ang bahwa perlu dipertimbangkan lebih lanjut
adalah apakah perbuatan terdakwa I tersebut dengan
sengaja untuk menghilangkan nyawa korban Hasanuddin

Bin La Cuke 3;
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Menimbang, bahwa unsur "sengaja" dalam delik dak-
wWaan, bermaksud bahwa hilangnya nyawa seseoTang
itu harus dikehendaki atau menjadi tujuan si pela-
Ku ; dan dalam hal ini unsur "sengaja® harus diar=-
tikan bahwa terdakwa I mempunyz2i niat, mempunyail

Mmaksud atau mempunyzi tujuan menghilangkan nyawa

korban Hasanuddin Bin Ia Cuke ;

ﬂenimhang, bahwa terdakwa I mengakul menikam kor-
an Hasanuddin Bin ILe Cuke, akan tetapi menyangkal
bermaksud untuk membunuh atau menghilangkan nyawa
korban sehingga untuk dapat menentukan ada atau
tidaknya unsur dengan sengaja atau dengan maksud
atau dengan niay itu, Majelis Hakim akan memper-
timbangkan dzri cara-cara terdakwa melakukan per-
buatan tersebut dan situwasi dan kondisi pada saat
perbuatan itu dilakukan ;

Henimhan%, bahwa alat gang digunakan terdakwa I
menikam kKerban Hasanuddin Bin La Cuke adalah sebi-
lah badik dan berdasarkan keterangan saksi Nurdin
Bin Abd. Hafid yang konforom dengan keterangan
terdakwa I bahwa badik tersebut pada saat kejadian
dibawah oleh korban Hasanuddin Bin La Cuke dan
sempat direbut oleh terdakwa I j

Menimbang, bahwa selanjutnya cara terdakwa menikam
korban Hasanuddin Bin La Cuke adalan sebilah badik
dan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan kete-
rangan terdakwa sendiri serta dari keadaan luka-
luka korban Hasanuddin sebagaimana terurai dalam
Visum Et Rpertum, ternyata tidak pada tempat-tem-
pat vital pada bagian depan tubuh korban, melain-
kan diarahkan pada bagian belakang tubuh korban,
memberi keyakinan kepada Majelis Hakim bahwa ter-
dakwa I dalam hal ini tidak berniat dan tidak
menghendaki hilangnya nyawa korban Hasanuddin BRin
La Cuke lebih-=lebih pada waktu kejadian perkara
sedang dilasngsungkan acara mzlam mappacci perka-
Winan adik terdakwa I yang menurut adat bugis
Dengandung makna sucl dan khikmad ;

Menimbang, bahwa dakwaan subsidair melanggar Pasal

54 ayat (2) KUH Pidana jo Pasal 55 EUH Pidana da-
am i{mu pukum dikategorikan sebagal penganiayaan
berat yang menyebabkan matinya orang, yang dalam
hal ini dapat diperinel :
- ang slapa »
- E:iga% sengaja menganiaya berat ;
- mengakibatkan matinya orang ;
enimbangs hahwa unsur "bareng siapam telah jelas
iocertimbpanghkan dalam dakwaan primair, dan dalam
hal ini apa yang telah dinilai, d}teliti dan di-
pertimbangkan dalam dakwaan primair tersebut di
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atas di
b angga
Hﬂﬂgan mﬂurpb;ircakup dan tEI-mi
enimbang ang siapa d auk dalam
erath ; bahwa un alzm dak pertim=-
hEﬂdakidimEHEu{lhﬂﬂ %:E "dengan BEHE:_%aI? gubaidair:
kort .atau diniaati wa perbuata Ja’' mengania +
R ti untuk mak n tersebut dikera
g:ﬂlmbang, bahwa sud melukai hurat-
tigaﬁfianuddin Biﬁefguatﬂﬂ terdakwa I
isaksildihnge e jCoke beberapa I miikan kor-
Majel n sedemi atu kali au Bse-
EErathhgitgm tErmaEEiagaiggaa mEnuriinizﬁdapgida-
n Ka at
orban sedemikian ru At ol v SR e
yan Flastuanogni bhor ot g rendspat: S gand e
walk um€ﬂEEEibatkan ko htEggri DEnganigat Majelis
den itu juga dite rban meninggal yags ey
AR BoRNE oS R e e et
gustus 1987 ; Repertum dokter tPErhara et
ﬁgnimhaﬂgp baﬂwa b ertanggal 19
PE‘?%EIH tersebut, Pﬁ?di?arl{an pertimb :
£ uatan terdakw jelis Hekim berp angan-pertim=
Famal 704 By 00y on pad il buspendapal oo
aan Subsidai Pidana, ol UL e
diﬂ¥atahan tel:;rtffﬂuﬂ;ut Umﬂm tE:nkarEHB itu
?g?imbanﬁ‘ ba hiva EZEh?Eti . =sbut havuslah
s Harim tidak aliknya selam
3 a
T B
v ¥ n Erﬂqh E'Llpu.n
penikaman tmﬁﬂfurah terdakw akwa II 8
ers a I me ebagel
nyangkal mﬂlakiﬁgt' bahkan terdahiihuhaﬂ perhuatan
terdakwa II, i B A nfion
$1ias 1a Hacd telah e e SRS S aen
sama keluar 1 ahulu w8 BMman
Eﬂﬂimhang, bahﬁgn{a dan saksi Eaaﬂﬁi“?g ke Eampung
tFE Majelis Hauimegdaﬂarhﬂﬂ pertimbangan
i ak tEI'buk.tj_ melakErPEﬂdﬂpat bah‘h‘a ‘tgrd terse~
menyurah terdak ukan perbuatan erdakwa IT
EaT Pasal 55 KUH Pgditu dakwaan penye Erhaﬂ Hasa=-
tErbLlP.’_ti dan tErdal{-,;ﬂﬂa haruslah din rtaﬁ.n melaﬁg_
Menimbang, bahwa berh askan dari
guﬂ terdakwa I telah g@uﬂg dakwaan Subsidai
agwaan lebih dinyatakan te sidair khu-
k subsidair % rbhukti
anllagi : idak pErlu diPE;ti mala
51!?1-l‘.I:J.I:]'H':i'::!;rjg,I bahwa selanjut mbang-
akwaan 11 Penuﬂtut J nya akan di 1
% melanggar Pasal {lgmﬁmUH?HEHB tErhﬁﬁﬁplgsagEhan
egara 1 U.Ho.l2 rdakw
951 71978 yang uﬂsur_mEﬁt_flgﬁl Lmbami
ya sebagai beri-

kut 3




= Barang siapa ;

- tanpa hak ;

= memiliki, menyimpan, membawa dan mempergunakan
Sénjata penilkam/penusmuk ;

¥
Menimbang, bahwa unsur barang siapa dalam dakwaan

II ini dimaksud adalah terdakwa I Rusdi Bin Meda
yang melakukan penikaman terhadap korban Hasanud-
din Bin 1a Cuke pada tanggal 18 Agustus 1987 ;
Menimbang, bahwa senjata badik yang diperlihatkan
di muka “persidangan dibenarkan oleh terdakwa” I
sebagai badik yang dipergunakan untuk menikam
korban Hasanuddin Bin La Cuke, akan tetapi badik
tersebut bukanlah milik terdakwa I, melainkan mi=-
lik dan dibawah oleh korban Hasanuddin pada wakti
Kejadian yang sempat dirampas oleh terdakwa I da-
rl tangan kKorban Hasanuddin Bin La Cuke 3
Menimbang, bahwa keterangan terdakwa I tersebut,
ternyata sesuai dengan keterangan saksi La Rasi
Bin La Kade dan Nurdin Bin Abd. Hafid bahwa badik
tersebut dibawzh cleh korban Hasanuddin pada waktu
Kejadian yang beberapa wakitu sebelumnya diambil
dari rumah saksi Nurdin Bin Abd. Hafid ;
Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut
Ma{elia Hakim berpendapat bahwa unsur esensial
dalam Pasal dakwaan II tersebut tidak terpenuhi,
oleh karena itu dakwaan II Penuntut Umum teraebut
haruslah dinyatakan tidak terbukti dan secara hu-
kum terdakwa T haruslah dibebaskan dari dakwaan
tersebut ;
Menimbang, bahwa berhubung dakwaan subsidair khu-
sus terdakwa I telah dinyatekan terbukti, maka
ternadapr terdakwa I haruslah dijatuhi pidana ;h
yhan bahwa pidana yang hendak dijatuhkan bu-
ﬂgg%gﬁjugéya balag dandaﬁ melainkan lebih diarzh-
kzpn untuk memperbaiki dan mendidik terdakwa I oleh
karena itu pidanz yang hendak dijatubhkan nanti
skan sejszuh mungkin diarahkan untuk memperbaikil
dan mendidik terdakwa I agar kelak menjadi orang
Yang berguna bagi masyarakat, bangsa dan negara ;
Menimbang, bahwa karena terdakwa I-telah dinyata-
kan bersakah dijatuhi pidana, maka kepadanya dibe-
bznkanuntuk membayar biayahperhari i:i ;k i
bang, bahwa mengenal barang bu akan 8-
ﬁgﬂign gglam diktum putusan ; ;
Menimbang, bahwa sebelum menentukan berat ringan-
nya pidana yang hendak dijatuhkan, Majelis Hakim
perlu mempertimbangkan hal-hal sebagal berikut ;

1-hal yang meringankan i
E? Perdakwa mengaku terus terang perbuatan yang
“dilakukannya j
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2. Terdakwa bersikap sopan selama persidangan ;j

)
3« Terdakwa masih berusias muda ;

4. Terdakwa I akan menyeeal akan perbuatannya j

§. Terdakwa I masih mempunyai tanggungan keluarga;
6. Terdakwa I belum pernah dihukum ;

]
Hal-hal yang memberatkan :

Kejahatan terdakwa I adalah terhadap jiwa manusia.

Mengingat ketentusn perundang=-undangan yang ber-
sangkutan. g

5.1.5. Amar Putusan

Setelah Majelis Hakim ‘mempertimbangkan dan mem-

perhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan, maka
Majelis Hakim menjatuhkan putusannya sebagai berikut:
I. UNTUK TERDAEWA I :

1.

2.
%

4.
S

T4

Menyatakan terdakwa I RUSDI BIN MEDA, lahir di Eam-
pung Cilellang Palanrc, Kabupaten Barru, umur 21
tahun, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indone-
sia, agama islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal
di FKampung Barantang Desa Cilellang Kecamatan Mal-
lusetasi Kabupaten Barru tidak terbukti bersalah
melakukan perbuatan pidana sebagsimana yang didak-
wakan dalam dakwaan Primair dan dakwaan II ;
Membebaskan terdakwa I dari dakwaan-dakwaan terse-
out ;

Me ;takan terdakwa I tersebut bersalah melakukan

perbuatan pidana yaitu menganiaya beret yang menye-

bDabkan matinya korban Hasanuddin Bin La Cuke me-
langgar Pasal 354 ayat (2) KUH Pidana dalam dakwaan

Subsidalr ; .

Menghukum ia oleh karena itu dengan pidana penjara

selama 4 (empat) tahun ;

Menyatakan lamanya terdakwa I berada dalam tahana?

dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Terdakwa I RUSDI BIN MEDA tefep dalam tahanan j

Menyatakan barang bukti berupa : .

- gebilah badik dirampas untuk dimusnahkan j

- Selembar celana panjang warna abu-abu ;

~ gelember baju lengan panjang warna ungu ;

~ gelembar celana panjang warna coklat ; -

- selembar baju kaus leher bundar warna putih dan
selembar tikar plastth iaﬂg berbunga merah dikem-
bali ke pada yan erhak 3 )

- 1?1;;€;L_R£P3rtim %etap dilampirkan ..dalam berkas

Heﬁiggziﬁaﬁ biaya perkara ini kepada terdakwa I se-

besar fp.500,- (lima ratus rupiah) ;
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II. UNIUK TERDAKWA II :

9. Menyatakan terdakwa IT ZAINUDDIN BIN L4 HASENG,
lahir di Desa Nepo Kecamatan Mallusetasi, umur 25
tahun, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indone-
8ia, agama islam, pekerjaan tani, bertempat ting-
gal di Eampung Pekkae Palanro, Kelurahan Mallawa,
Eecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru tidak ter-
bukti bersalah melakukan perbuatan pidana sebagai-
mana yang didakwakan dalam dakwaan Primair, Subsi-
dair dan Lebih Subsidair

¥

10.pMembebaskan ia oleh karena itu dari dakwaan-dakwa-
an tersebut ;

11 .Mengembalikan Harkat dan Martabat dalam kedudukan
terdakwa II ;

12.Membebankan biaya perkara kepada Negara ;
5.1.6. Komentar Penulis

Setelah penulis meneliti kasus tersebut di atas,
penulis dalam hal ini tidak sependapat dengan dakwaan pe=-
nuntut umum yakni dakwaan I Primair, terdakwa didakwa dan
diancam berdasarkan Pasal 338 KUH Pidana yakni dengan
sengaja menghilangkan jiwa orang lain. Terdakwa dalam hal
ini tidak bermaksud untuk membunuh si korban, melainkan
hanya untuk memberi pengajeran dan luka-luka si korban
tidak pada tempat yang vital sebagaimana yang terural da-
lam Visum et Repertum dokter tertanggal 19 Agustus 1987,
Jadi yang dapat diterapkan dalam kasus teraebut adalah
Pasal %54 (2) KUH Pidana karena terdakwa fidak _.mempunyai
niat untuk menghilangkan jiwa sl korban, dengan demikian
Pasal 338 jo Pasal 55 EUH pidana tidak dapat diterapkan,
Selanjutnya terhadap dakwaan II yakni terdakwa didakwa
dan diancam berdasarkan Pasal 2 ayat (1) U.U.No.l2/prt/
1951 Jembaran Negara No.78/1951. Dakwaan tersebut  tidak
dapat dibuktikan, mengingat badik yang dipergunakan untuk
menikam korban Hasanuddin Bin Ia Cuke bukan milik terdak-
wa T melzinkan milik dan dibawah oleh korban Hasanuddin
pada waktu kejadian sempat dirampas oleh terdakwa I dari
tangan korban yasanuddin Bin La E?ke. Hemat penulis ka-
rena unsur esensial dakwaan IT tidak terpenuhi, maka
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dakwaa II penuntut umum haruslah dinyatakan tidak ter=-
bukti dan secara hukum terdakwa I haruslah dibebaskan
dari dakwaan tersebut.

Terhadap terdakwa II didakwa dan diancam berdasar-
kan Pasal 55 KUH Pidana. Hemat penulis penuntut ummm da-
lam menerapkan hukum sangat keliru, karena terdakwa II
tidak pernah menyuruh terdakwa I untuk melakukan penikam-
an dan terdakwa I menyangkal melakukan perbuatan tersebut
atas suruhan terdakwa II lagi pula saat kejadian terdak-
wa II tidak berada ditempat kejadian, ia sudah pulang
ke kampungnya bersama keluarganya. Oleh karena itu ter-
dakwa II haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut.

Dilihat dari segi bentuk maupun isinya (fermil/ma=
terialnya), maka surat dakwaan penuntut umum telah meme-
nuhi ketentuan Pasal 143 ayat (2) Undang-undang No.B ta-
hun 1981 yang dinyatakan sebagai berikut:

Penuntut umum membuat surat dakwaan yang diberi
tanggal dan ditandatangani serta berisi:

a, Nema lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal
lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat ting-
gal, agama dan pekerjaan tersangka ;

b. Uraian secara cermat, jelas dan lengkap menge-
nai tindak pidana yang didakwakan dengan menye-
butkan waktu dan tempat tindak pidana itu dila-
Kukan.

Jalam amar putusan majelis hakim menjatuhkan  pu-
tusannya bahwa terdakwa I bersalah melakukan perbuatan
pidana menganiaya berat yang menyebabkan matinya korban
Hasanuddin Bin La Cuke. Hemat penulis majelis hakim dalam
Menerapkan hukum sangat jelli karena penikaman yang dila-
kukan oleh Rusdi Bin Meda terhadap korban Hasanuddin
hanya dapat dikategorikan penganiayaan berat yang menja-
dikan kematian orangnya. Dengan demikian penerapan ‘Pasal
354 ayat(2) KUH Pidana gangat tepat, karena semua umsur
esenaial dari pasal +ersebut telah terpenuhi. Selanjutnya
hukuman yang dijatuhkan terhadap terdakwa I dengan pidana




penjara selama 4 (empat) tahun sansat sesuai bila dihu-
bungkan dengan tujuan dari pemidanaan di negara Indone-
sia yaitu sebagszi wadah pendidikan dan sudah bersifat
menjerakan, agar ia tidak mengulangi lagi perbuatannya.

Ehusus terdakwa II dalam amar putusan dinyatakan
dibebaskan dari dakwaan penuntut umum, menurut penulis
hal tersebut sangat tepat, karena apa yang didakwakan
genuntut umum tidak dapat dibuktikan kebenarannya, pe-
puntut umum dalam hal ini kurang jeli dalam menjyusun
dakwaan, Feputusan majelis hakim terhadap terdakwa II
merupakan suatu pencerminan keadllan.

5.7, Eeputusan - pidana daftar N0.02 /Biasa /1988 /PNER
5.2.,1. Duduk Perkara

1a Makka Bin Ia Bengkella, tempat lahir EKaEnrenge
Pesa Palakka Eecamatan Barru, wmur 45 tahun, jenis kela-
min laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal da-
lam komplex Pasar Sentral Barru, agama islam, pekerjaan
sehari-harinya adalah pengemudi becak. Pada hari  Rabu
tanggal 28 Cktober 1987 dalam Pasar Sentral Eabupaten
Barru telah terjadi penganiayaan yang dilakukan oleh Ia
Makka terhadap I Nahu dengan menggunakan palu besi.

gebelum terjadi penganiayaan atau pemukulan ter-
hadap I Nahu, La Makka telan dipukul oleh I Nahu dengan
Menggunakan pecahan papan peti dan gagang gapu, akhirnya
ILa Makka membalas dengan memukul I Nahu dua kali dengan
Menggunakan palu besi yang mengenai bagian kepala I Na-
hu., Akibat pemukulan tersebut I Nahu mendapat luka pada
bagian kepala dan mengeluarkan darah sehingga I Nahu
dibawah ke Rumah sakit Umum Barru untuk mendapatkan pe-
rawatan, namun keesokan harinya tibalah hari naas bagi
si korban. I Nahu meninggal dunia dan meninggalkan %
(tiga) orang anak dari hasil perkawinannya dengan La
Makka. Disaat terjadi penganlayaan ikatan perkawinan
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antara La Maka Bin Ia Bengkella dengan I Nahu sudah ce="’
Tai.

5.2.2. Dakwaan Penuntut Umum

Jaksa penuntut umum atas perkara penganiayaan be-
rat yang dilakukan oleh La Makka, didalam persidangan

Pengadilan Negeri Barru membacakan dakwaannya sebagal be-
rikut:

PRIMAIR :

Bahwa ia terdakwa ILa Makka Bin La Bengkella, pada hari
Rabu tanggal 28 QOktcber 1987 atau pada salah satu  hari
dalam bulan Oktober tahun 1987 bertempat di Eomplex Pasar
Sentral Kecamatan Barru dalam rumah korban I Nahu  seti-
dak-tidaknya pada salah satu tempat yang termasuk dalam
daerah hukum Pengadilan Negeri Barru telah melakukan se-=
rangkaian perbuatan;

= Dengan sengaja
- Melukai berat
- Mengakibatkan kematian orangnya

Akibat perbuatan tersebut, I Nahu menderita luka berat
dan meninggal dunia sesuai dengan Visum Et Repertum dok=
ter tanggal 3 November 1987 No.805 /RS /BR/1987 yang mene-
rangkan sebagal berikut:

- %uka pada bagian kepala kiri dalam 1% cm, lebar

cm, panjang 5 cm j
- Luka pada dahi sebelah kanan panjang 5 em, lebar
E cm, dalam 1 cm j
- Bengkak pada bagian belakang kepala j ‘
- Korban penganiayaan tersebut meninggal dunia .
elainan tersebut di atas disebabkan oleh persentuhan

tumpul .
T:gggkwa Eidakwa dan diancam berdasarkan Pasal 304 (2)

EUH Pidana.

SUBSIDAIR ¢

a i dakwa La Makka Bin Ia Banghella, pada waktu
Eaﬁwig;aagﬂggbagaimana yang telah disebutkan dan diurai-
Kan padg dakwaan Primair di atas telah melakukan serang-

kKaian perbuatani
- Dengan sengaja
- Hengahibatkan matinya orang derita Tuka-1
y tan tersebut, I Nehu menderiia .UAs= M=
iklbﬂﬁ dﬁri ﬁrgg‘;ian kiri dan bagian kanan atau pada ba-
a pada Kepa dari tubuh korban dan korban mening-

Eian-bagian lainnya Kkt a telah di-
= i + Repertum doKter ¥ang
gﬁ%uﬂuﬁéﬁ’aiiigﬁiaxlzggﬁEdE““EE“ Primair tersebut di atas




erdalwa didalwa dan diancam berd
(37 10 ayak (4) KU Pidena;’ —\ooearken Peesl 331 myst

SUBSIDAIR Lagi :

Bahwa ia terdakwa lelaki La Makka Bin La Bangkella pada
waktu dan tempat sebagaimana yang telah diuraikan dan di=-
sebut pada dakwaan-dakwaan tersebut di atas telah melaku-

kan serangkaian perbuatan:
= Dengan sengaja

= Menimbulkan rasa sakit

= Terhddap seorang isteri

Terdakwa didakwa dan diancam berdasarkan Pasal 356 ayat
{l) KUH Pidana.

5.2.3. Tuntutan Penuntut Umum

Requisitoir penuntut umum pada pokoknya menyatakan
terdakwa bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja
melukai berat mengakibatkan kematian orangnya, sebagai-
mana diatur dalam Pasal 354 ayat (2) jo Pasal 351 ayat
(4) KUH Pidana pada dakwaan Primair.

Adapun tuntutan jaksa penuntut umum, yakni sebagai
berikut:

1. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pi-
dana penjara 8(delapan) tahun pitngg Eahizan s
akan barang bukti satu palu bes rga-
2 Egggaﬁesi diramp%a untuk dimusnahkan j
%, Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara
sebesar Rp.ﬁ%ﬂ,-{lima ratus rupiah).

5.0.4., Pertimbangan Hukum Hakim

dari dak-
Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur
waan Prigair Pasal 304 (2) jo Pasal 351 {4& EEH
Pidana telah terbukti, maka majelis berpendapa
bahwa terdakwa telah terbukti secara sah  menurut
hﬁkumdan keyakinan bersalah melakukan tindak pida-
na sebagaimana teraehui ggiaT4gaEE§§Ei§:;:e{r Pa-

aga :

sel S5A BORE jnkﬁrena dakwaan Primair telah ter-

Eiﬂ%?hagﬁé 522::35 gubsidair dan Subsidair lagi

dibuktikan ;
tid?kﬁgirluﬁahwa Penasehat Hukum terﬁaEWE_ dali?

enyakit jiwa yang menurut pendapat ahli

Egg%édighﬁa penyakit yang demikian sewaktu-waktu

dapat kambuh lagi j
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%E“iMhang' bahwa Majelias tidak sependapat dengan
mEHEEEhEt Huokum terdakwa, karena keterangan vyang
enerangkan tentang sakit jiwanya terdakwa hanya
Sikemuﬂahan ocleh seorang saksi yang bukan ahli ji-
1
Menimbang, bahwa Penasehat Hukum terdakwa selan-
Jutnya mengemukakan bahwa penuntut umum telah sa-
lah menerapkan hukum, semestinya terdakwa dikena-
kan Pasal 351 (3) KUH Pidana dan bukan Pasal 354
(2) jo Pasal 351 ayat (4) XUH Pidana ;
Menimbang, bahwa Majelis tidak sependapat dengan
Penasehat Hukum terdaskwa, karena tindak pldana
{ang dilakukan terdakwa adalah menimbulkan luka
erat pada korban sehingga meninggal dunia, kare-
nanya penuntut umum keliru dalam menerapkan hukum;
Menimbang, bahwa Majelis tidek menemukan suatu
ﬁiasan yang dapat dipergunakan sebagai alasan
pembenar maupun alasan pemaaf, sehingga  terdakwa
dapat dipertanggungjawabkan sepenuhnya atas perbu-
Sos X k telah terbukti
nimban bahwa karena terdakwa tela er
%E;;alahg.’maha patut dijatuhi pidana yang setimpal
dan dibebani membayar cngkos Eerhari. ﬁigp:iggium-
i niatuhkan pidana maka DpETLU o
%:i;%;i ﬁglihal Fangpmemberatkan maupun  hal-hal
yang meringankan j

al-hal yang memberatkan: .
ﬁ Terdakga tidsk dapat mengendalikan gmosinya ;
- Telah mengakibatkan matinya orang ;.

— 8ifat dari tindak pidana itu sendiri ying
mengancam terdakwa dengan hukuman berat.

—hal vang meringankan: .
Ea%eggahﬁa %grlamu sopan di persidangan ; ; :
- Terdakwa berterus terang mengakul pe?bua annya 3
- Terdakwa menyesal atas Eerbuatannya ;

- merdakwa belum pernan dihukum,

dah ditahan,
i pahwa karena terdakwa su
B e uai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4)
K%HEP masa penahanan tersebut dtkﬁﬁ:ﬂgl se penuhnya
n i

manya pldana yang dijatu _
dengan Lamalls T dalam perkara ini terdakwa dita
Eﬂﬂi%gigﬁéukup 2lasan untuk diperintehkan agar

an :
tahan

terQahwa teggﬁ;gihgraﬂglbukti berupa palu hesi
ﬁenlmhaﬂg'heﬂi yang digunakan terdakwa untuk m:la-
BBl e duk pldana Serecbull, guiah BepEALAsHY

i muanahkan j
ﬂiraTPaEt“”;::Eil§5¢ ayat (2) jo Pasal 351 ayat(4)
Mengingat
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KUH FPidana, pasal-pasal dari XUHAP dan ketentuan-

keten
Rutan'tuan lain dari Undang=-Undang yang bersang-

5.2.5. Amar Putusan

Setelah mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas,
Hakim Pengadilan Negeri Barru pada tanggal 31 Maret 1988
telah menjatuhkan putusannya N0O.02/Biasa/1988/FPNBR yang
amar putusannya berbunyl sebagali berikut:

= Menyatakan bahwa terdakwa La Makka Bin La Bang-
kella tersebut di atas telah terbukti melakukan
tindak pidana penganiayaan berat yang mengaki-
batkan matinya orang,

- Menghukum terdakwa tersebut den%an pidana penja-
ra selama 2(dua) tahun 6(enam} bulan,

- Menetapkan, bahwa lamanya terdakwa berada dalam
tahanan sebelum putusan perkara ini memperoleh
kekuatan hukum tetap akan dikurangkan sepenuhnya
dari pidana yang dijatuhkan itu,

- Memerintahkan agar barang buktl setelah selesai
sidang, berupa palu besi bergagang besi dirampas

; untuk dimusnahkan, b ! e

- kan pula terdakwa membayar OREKOS PeTHA=

¥gmgigagehesgr Rp.500,-(lima ratus rupiah).

5,7.6. Eomentar Pepulis
Keseluruhan materli yang diuraikan di atas, menuruat
penuntut umum telah berhasil menyusun surat

penulis jaksa
dan oleh karena itu

dakwaan yang materinya sangatl jelas,

mudah dipahami.
palam kaitan ini A

berikut:

nafsiran penulis,
Eﬁ;ﬁiugaﬁﬁaan ity disusun secara cermat, jelas dan

menurut bahasa yang mudah dimengerti
Eigirigiﬁékwa untuk memudahkan me mbe 1a dirinya.
Hal seperti inl telah menjadi kecenderungan di ne-

Eara=-negard lain juga.
gelanjutnya 4ilihat dari segl bentuk msupun isinya

(fnrﬁiljmaterialnfﬂ}~ maka surat dakwaan penuntut umum
telah memenuhi ketentuan pasal 143 ayat (2) Undang-undang

¥o.8 tahun 1981.

ndi Hamzah mengemukakan sebagai

EUHAP menghendaki agar
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Dalam amar putusan menyatakan bahwa terdakwa Ia
Makka Bin La Bangkella menurut hukum dan keyakinan hakim
%elah terbukti melakukan tindak pidana penganiayaan be-
rat yang mengakibatkan matinya orang sesuai yang diatur
dan diancam pidana dalam Pasal 354 ayat(2) jo Pasal 351
gyat{4) KUH Pidana. Menurut pendapat penulis penerapan
pagal tersebut adalah sangat tepat, karena semua unsur=
unsur esensial pada Pasal 354 ayat(2) KUH Pidana  telah
terpenuhi. Hal ini terbukti dari keterangan para sakai
ditambah dengan Visum et Repertum dokter yang menyatakan
bahwa korban menderita luka pada kepala bagian kiri dan
luks pada dahi sebelah kanan. Semua itu merupakan bagian
tubuh yang sangat vital, hel ini disebabkan karena per-
sentuhan dengan benda tumpul. Akhirnya si korban mening-
gal dunia sehari setelah kejadian. Maka dapatlah disim-
pulkan bahwz perbuatan yang dilakukan terdakwa telah
terbukti dengan sengaja melukai berat yang mengakibatkan
matinya orang.

Palam hal ini, penulis tidak sependapat dengan
Putusan yang dijatuhkan kepada terdakwa, yakni hukuman
pidana penjara selama 2(dua) tahun é(enam) bulan, se-
dangkan terdakwa dalam hal ini melanggar Pasal 354 ayat’
(2) KUH Pidana, maka hukuman yang dijatuhkan  terhadap
terdakwa agak ringan. Dengan hukpman yang agak  ringan
ini dikhawatirkan akan timbul anggapan dari pelaku tin-

dak pidana, bahwa melakukan kejahatan khususnya pengani-
: ta tidak terlalu menimbulkan  resiko

ayaan berat _ternya
: demikian peluang untuk menjadi resi-

Yang berat, dengan
divie itu ada.
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Eejahatan penganiayaan yang diatur dalam bab XX
KUH Pidana adalah merupakan salah satu bentuk
kejahatan yang dianggap dapat mengganggu  kea-
manan dan ketertiban masyarakat umum, dan oleh
karena itu penganiayaan merupakan perbuatan
yang tercela karena merugikan masyarakat umum.
Dalam Pasal 354 KUH Pidana, kesengajaan atau
niat sipelaku semata-mata ditujukan kepada luka
berat. Jadi luka berat merupakan tujuan utama
bukan merupakan suatu akibat saja. Apabila
penganiayaan itu menimbulkan kematian, itu ha-
nya sebagail akibat dari penganiayaan Yyang me -
lampaui batas dan di luar kehendak sipelaku.
Pasal 355 KUH Pidana merupakan penganlayaan
yang dilakukan dengan direncanakan lebih dahu-
lu, maksudnya antara timbulnya maksud  untuk
menganiaya dengan pelaksanagnnya itu masih ada
tempo bagi sipembuat untuk denzan tenang memi-
wirkan, oleh karena itu ancaman hukumannya le-
bih berat dari pada perbuatan penganiayaan la-

innya.
Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya keja-=

- hatan penganiayaan perat tersebut, antara lain:

faktor dendam, faktor ingin memiliki, faktor

pendidikan dan faktor siri'. .

Dalam penagnggulangan delik penganiayaan berat

ada dua cara yang dapat ditempuh, yaknl secara
yaptif dan secara represif. Secara preventif

Frz udnya mencegah terjadinya periatiwa keja-

ﬂat:n dan hal ini dapat dilakukan dengan pelba-

da
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6.

Saran
Sebagal
Penegak hukum, khususnya Kabu

T2

gal cara oleh para penegak hukum, kalangan in-
telektual, agamawan, tokoh-tokoh masyarakat dan
para pejabat yang berwenang. Secara represif
dimaksudkan untuk mencegah atau mengupayakan
agar seseorang tidak mengulangi lagi kejahatan
yang dilakukan. .

Dalam dekade 5(lima) tahun, yaitu dari  tahun
1985 sampai dengan tahun 1989 telah terjadi de-
lik penganiayaan sebanyak 186 kasus, jumlah ka=
vus yang diselesaikan oleh pihak kepolisian
adalah 155 kasus yang dilimpahkan  kepolisian
ke Kejaksaan sebanyak 122 kasus dan ditangguh-
kan oleh kejaksaan sebanyak 15 kasus. Dalam hal
ini yang dilimpahkan ke Pengadilan hanyalah se-
banyak 107 kasus dan semuanya dapat diselesai-
kan oleh Pengadilan Negeri Barru.

Putusan pidana NO.59 /Biasa /1987 /PNER, penuntut
umum dalam dakwaan primairnya,yakni terdakwa
didakwa dan diancam berdasarkan Pasal 338 EUH
Pidana dan dakwaan II yaitu terdakwa  didakwa
dan diancam berdasarkan Pasal 2(1) U.U.No.12/
Drt /1951 Lembaran Negara NO.78/1951, salah da-
lam menerapkan hukum. 0leh karena itu Malelis
Hakim membebaskan terdakwa dari dakwaan-dakwaan
tersebut. Putusan N6.02 /Biasa /1988 /PRER telah
sesuai dengan hukum pidana materil dan hukum
pidana formil, hanya saja hukuman yang dijatuh-
kan terhadap berdakwa agak ringan. Seharusnya

terdakwWa dijatuhkan hukuman sesual dengan

Apncaman hukuman pasal yang didakWakan . dan hu=-

kuman tersebut dapat bersifat menjerakan.

n pemikiran kepada aparat

aumbanga
s paten BarTu dalam upaya me=-
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nangani masalah Penganiayaan.berat, maka dibawah ini pe-
pulis mengemukakan beberapa saran yang kiranya bermanfaat

untuk dijadikan bahan pertimbangan. Adapun saran tersebut
adalah sebagai berikut;

1.

Melihat kenyataan bahwa sering terjadi kejahat=-
an penganiayaan berat yang kadang kala melibat-
kan pelaku tertentu beberapa kali, maka untuk
mencegah hal itu serta sekaligus untuk mengam-
bil tindakan pencegazhan yang lebih efektif maka
sudah pada saatnya untuk mempertimbangkan agar
hukuman terhadap pelaku penganiayaan berat le=-
bih diperberat dari pada yang ditentukan dalam
EKUH Fidana.

Kiranya Hakim Pengadilan Negerl Barru tidak
menjatuhkan pidana yang terlalu ringan bagl pe-
laku delik penganiayaan berat, lebih lagi Jika
perbuatan penganiayaan itu menyebabkan kemsztian
orangnya, dengan tujuan agar dapat menginsyafi
1ebih dalam perbuatannya dan diharapkan dengan
penghukuman terzebut dapat berfungsi preventif
bagi masyarakat.

Agar'dalam mekanisme penanganan masalah penga-
niayaan berat di Kabupaten Barru,khususnya, ma-=
kin ditingkathkan kerja sama diantara para apa-
rat penegak hukum demi mencapai efektifitas dan
efisiensi pengarahan daya dan dana.

perlu dipertimbangkan untuk makin meningkathkan
usaha penyebarluasan motivasi pembaharuan dika-=
langan masyarakat melalui gerakan penyuluhan
hukum, seperti kegiatan jaksa masuk desa dengan
tujuan utama untuk menanamkan semangat pem-
bangunan Yang mensyaratkan terciptanya suatu

kegidupan masyarakat yang aman dan tertib.
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